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Ralat: dalam Majalah Parahyangan Edisi 2019 Kuartal II/April-Juni 
Vol.VI No. 2 halaman 94 tertulis “Julukan beliau, “Si Jalak Harupat”, 
pun digunakan sebagai nama sebuah stadion yang berlokasi di 
Gedebage, Kota Bandung.” – semestinya “berlokasi di Soreang, 
Kabupaten Bandung.” Mohon maaf atas kekeliruannya. 

Simak juga wawancara bersama Mangadar Situmorang, Ph.D yang menjabat kembali sebagai rektor Unpar periode 2019-2023. 

Berbagai tulisan dari segenap civitas academica Unpar juga turut kami hadirkan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita 

semua.

Pembaca yang terkasih, 

Di bulan April tahun 2019 ini, Indonesia merayakan pesta demokrasi besar-besaran lewat Pemilu 

Presiden dan legislatif.  Demokrasi berasal dari bahasa yunani “demos” yang artinya “rakyat” dan 

cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan, atau dengan kata lain “pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Namun, kualitas demokrasi Indonesia menghadapi tantangan dari 

“keterbelakangan”, antara lain kurangnya daya kritis masyarakat dan kemampuan daya nalar/logika 

dalam menentukan pilihan politiknya. Bagaimanapun juga, kita berharap melalui demokrasi dapat 

tercapai persatuan melalui berbagai perbedaan yang ada. Edisi kali ini juga akan membahas tentang 

Kopai Osing dari Banyuwangi, dan asal-usul julukan Bandung sebagai Kota Kembang dan Parijs van 

Java.
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Pemahaman pada ar� kata slamet itulah yang dimaksud Hasan 
Mustapa, 'dijaga dari kecelakaan'. Maksudnya, upacara 
ngaruat yang mengandaikan kondisi 'slamet', yakni upacara 
untuk membuat kondisi seseorang atau komunitasnya dalam 
kondisi yang damai, tenteram, dilindungi dari segala macam 
bentuk kecelakaan'. Simbol dari berbagai kemalangan yang 
perlu dian�sipasi dan diselesaikan dalam pewayangan Sunda 
dan Jawa ialah Dewa Batara Kala; atau Batara Kala Sangka 
Masalah (Mustapa 2010:153). Upacara ruwatan pun dikaitkan 
dengan figur Dewa Batara Kala atau disebut Ruat Batara Kala 
yang dilakukan dengan menyelenggarakan pertunjukan 
wayang (golek) (Mustapa 2010:153). 

Haji Hasan Mustapa (2010) menjelaskan bahwa ruwatan 
dalam tradisi Sunda dipengaruhi oleh Tradisi Jawa. Dalam 
kebudayaan Jawa (Niels Mulder 2005; Clifford Geertz 
1960/2014), kita mengenal upacara 'Slametan'. Upacara ini 
berakar pada kata 'slamet'. Kata tersebut mengandung makna 
'keadaan (hidup) yang berlangsung secara damai (tenteram), 
tanpa ada kemalangan yang menimpa se�ap orang' 
(Koentjaraningrat seper� diku�p Niels Mulder [2005:89]). Kata 
tersebut menunjuk peris�wa yang sudah, sedang, dan akan 
terjadi. Dalam rangkaian waktu tersebut, kata 'slamet' lebih 
mengena pada kondisi saat ini, yang sekarang terjadi, sebagai 
an�sipasi atau penyelesaian atas masalah.

Se�ap orang berharap jalan hidupnya mengantarnya 
pada tujuan dan mendatangkan kebahagiaan. Seringkali 
pula proses belum tentu membawa orang pada jalan 

yang harmonis, dan selamat. Ada kalanya hal-hal yang �dak 
diharapkan terjadi tanpa disangka-sangka. Hal-hal tersebut 
berada di luar kendali kita sebagai manusia yang berakal budi. 
Akibat yang �dak diinginkan tersebut membutuhkan 
'penyelesaian'. 'Penyelesaian masalah' ditempuh sedemikian 
rupa sehingga orang yang mengalami kejadian buruk tersebut 
kembali pada 'jalan' yang membawanya pada tujuan yang 
benar.

Ruatan, ngaruat, ngalokat

Kebudayaan manusia di mana saja melakukan baik 
penyelesaian maupun an�sipasi terhadap hal-hal buruk 
tersebut. Dalam Kebudayaan Sunda, dikenal upacara ruwatan 
atau ngaruat (dapat disebut juga ngalokat). Upacara ritual 
ruwatan tersebut menjadi 'jaminan' untuk mengan�sipasi dan 
menyelesaikan persoalan yang �dak diharap-harap muncul. 

Adakalanya, orang berupaya mengan�sipasi hal-hal buruk 
tersebut. Upaya tersebut dilakukan baik secara material, fisik, 
maupun secara rohaniah, yang menyangkut aspek ba�n. 
Kedua aspek hidup manusia ini 'bekerja sama' demi 
mengan�sipasi, mencegah atau menjauhkan kemalangan dari 
jalan hidup seseorang atau kelompok. 

Se�ap pribadi dapat mengalami saat-saat khusus yang perlu 
juga mendapatkan perlindungan dan penyelesaian. Saat 
pribadi itu misalnya kondisi posisi anak dalam keluarga, tanpa 
atau dengan saudara-saudarinya sebagai anak tunggal, kondisi 
anak lelaki atau anak perempuan satu-satunya sebagai anak 
sulung atau bungsu. Ruatan dapat dilakukan untuk anak di 
posisi tengah agar ia enteng jodoh dan dijauhkan dari kesialan. 
Jika seorang anak mengalami penyakit atau kecenderungan 
aneh karena perilaku asusila orangtuanya, keluarga besar 
dapat melakukan ruatan untuk menyelesaikan persoalan 
tersebut (Mustapa 2010:159). Kalimat terakhir menyiratkan 
saat khusus dapat merupakan kondisi sakit yang �dak 
diketahui sebab fisiknya (karena penyakit tertentu). Orang 
yang mengalami sakit yang �dak jelas asal-usulnya dapat 
menjalani ruatan dengan cara mandi kembang 7 macam atau 
ngalokat. Tujuan upacara mandi lokat ini untuk pembersihan 
tubuh fisik, dan karena itu pula kondisi ba�nnya turut menjadi 

Peris�wa apa saja yang perlu 
d i a n � s i p a s i ,  a t a u 
diselesaikan agar jalan hidup 
seseorang atau komunitas 
dapat berlangsung dengan 
tenteram dan harmonis? 
M a n u s i a  m e n g a l a m i 
peris�wa is�mewa baik 
secara pribadi  maupun 
komunal. Keis�mewaan itu 
berkaitan dengan siklus 
kehidupan manusia sebagai 
pribadi: lahir, akil balig, 
m e n i k a h ,  m e m p u n y a i 
k e t u r u n a n ,  k e m a � a n 
(Mustapa 2010; Geertz 1960/2014). Selain itu juga, saat-saat 
khusus bisa berkaitan dengan kehidupan komunal seper�: 
mempersiapkan pekerjaan. Dalam budaya pertanian atau 
ngaruat tanah (Mustapa 2010:159) proses itu mencakup 
persiapan sumber air, lahan (ruwatan hulu wotan), benih, 
menanam, memelihara tanaman, memanen, menyimpan hasil 
panen. Selain mempersiapkan pekerjaan, saat khusus 
mengacu pada pembukaan hutan untuk kepen�ngan usaha, 
membangun infrastruktur; pembangunan tempat �nggal 
(rumah, kampung/dusun/desa) atau ngaruat kampung; 
bahkan Hasan Mustapa menuturkan, ruwatan dapat 
dilangsungkan untuk mengan�sipasi peris�wa buruk yang 
dialami sebuah kerajaan atau negara, atau ngaruat nagara 
(2010:160). Biasanya upacara ritual ruwatan atau tumbal 
membutuhkan kurban sebagai syarat bagi mendapatkan 
perlindungan atau an�sipasi terhadap bahaya. Kurban berupa 
kerbau, kambing hitam, telur busuk, unggas, dll. (Mustapa 
2010:159). 
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Ar�nya, rukun dan cocog mengandaikan proses menyatukan 
diri secara ak�f dengan baik manusia, makhluk hidup maupun 
berbagai anasir dalam semesta. Proses menyatukan diri inilah 
yang membuat orang menyadari bahwa dirinya melibatkan diri 
berelasi dengan yang lain demi memelihara hidup dalam 
semesta ini. Penyadaran diri bahwa 'manusia adalah bagian 
tak terpisahkan dari Semesta' sebenarnya menjadi hakikat dari 

bersih. Secara rohaniah, kita menyebut upacara mandi lokat ini 
sebagai simbol pertobatan (Mustapa 2010:154). 

Umumnya, orang mengaitkan upacara ritual ruatan dengan 
takhayul, dengan keyakinan pada mahluk halus, dunia arwah 
atau roh (Geertz 1960/2014). Anggapan tentang kepercayaan 
takhayul tersebut sebenarnya menjadi metafor (sebuah 
ungkapan lain) untuk sebuah kesadaran tentang harmoni. 
Niels Mulder menggarisbawahi prak�k ritual ini sebagai 
jaminan yang meyakinkan seseorang bahwa dirinya menjadi 
bagian tak terpisahkan dengan komunitasnya, lingkungan 
hidup dan semesta. Kata 'rukun' dan 'cocog' dalam khazanah 
Jawa mengungkapkan kondisi kesadaran akan harmoni 
(Mulder 2005:89; Geertz 1960/2014:32). 

Ruatan:	Merayakan	Harmoni

Sementara itu, ada pula pribadi yang mempunyai niat untuk 
melakukan hal yang baik dalam rangka mencapai tujuan 
hidupnya (atau ngabungbang). Orang tersebut semacam 
memiliki nazar untuk melakukan sesuatu. Pribadi macam ini 
membutuhkan kondisi pikiran dan ha� yang jernih untuk 
menjalankan tekad-nya. Upacara ritual ruatan mandi lokat 
dapat berlangsung sebagai simbol untuk pembersihan pikiran 
dan ba�n agar sadar dan waspada untuk mengan�sipasi dan 
mengatasi berbagai gangguan dalam memenuhi nazarnya 
(Mustapa 2010:154). 

kondisi slamet (Mulder 2005:89). Keterpisahan dari 
semesta rupa-rupanya menjadi kondisi bagi 
terjadinya hal buruk dalam hidup manusia, baik 
sebagai pribadi maupun komunal. Ini bukan sekadar 
pernyataan bahwa manusia membutuhkan 
lingkungan hidup dan Semesta demi harmoni 
kehidupan. Penyadaran diri akan kondisi harmoni 
manusia-semesta adalah kerangka pandang 
terhadap dunia (worldview, atau paradigma). Para 
pemikir sering menyebutnya sebagai ekosentris 
(ecocentrism).

Niels Mulder, Mys�cisim in Java, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005).

Dalam era industrialisasi yang makin otoma�k dari 
abad lalu demi membangun dunia ini telah 
menyadarkan kita pada kenyataan tentang 
kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan tersebut 
disertai efek lain dari pembangunan dunia ini, yaitu 
sampah. Para pemikir lingkungan hidup sejak tahun 
1970-an sudah melokalisasi salah satu faktor 
internal manusia yang mendorong rusaknya 
lingkungan hidup dan sampah. Faktor itu ialah 
kerangka pandang terhadap dunia yang terlalu 
berpusat pada manusia, atau 'antropocentrism' (lih. 
h � p s : / / w w w . e a r t h l a w s . o r g . a u / w p -
content/uploads/presenta�ons/Barouskaya,-I.-
Anthropocentrism-and-ecocentrism-finding-

balance-for-environmental-protec�on-purposes.pdf.) Ke�ka 
kerangka pandang terhadap dunia manusia terlalu 
berkonsentrasi pada kepen�ngan manusia, manusia akan 
sekehendak keinginannya mengeksploitasi lingkungan hidup. 
Baik sadar maupun �dak, kepen�ngan itu telah merusak 
ekosistem lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup 
membawa serta rusaknya kualitas hidup manusia.

Ritual upacara ruwatan, yang kerap dianggap kuno, tradisional, 
justru mengandung 'kearifan lokal' berupa kerangka pandang 
terhadap dunia yang berupaya menempatkan manusia-
semesta sebagai sebuah keutuhan yang tak terpisahkan. Pada 
tataran filosofis, kerangka pandang terhadap dunia ini tak 
dapat diabaikan. Dari kerangka pandang terhadap dunia yang 
menganjurkan harmoni manusia-semesta, kita mendapatkan 
pemahaman baik teore�s maupun prak�k untuk memelihara 
lingkungan hidup. Ritual upacara ruwatan baik secara komunal 
maupun pribadi, ke�ka upacara itu dilakukan, mengingatkan 
terus-menerus kepada kita bahwa tugas manusia justru 
memelihara harmoni dalam Semesta.***

Clifford Geertz, Agama Jawa, (Jakarta: Komunitas Bambu, 1960/2014).

Dr. Stephanus Djunatan, Wakil Kepala Lembaga 
Pengembangan Humaniora Unpar.

H. Hasan Mustapa, Adat Is�adat Sunda (terj. M. Marya� Sastrawijaya, 
Bandung: Penerbit Alumni, 2010).

Sumber:
Barouskaya I., “Anthorpocentrism & Ecocentrism, finding balance for 
e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c � o n  p u r p o s e ”  d i  a k s e s  m e l a l u i  
h � p s : / / w w w . e a r t h l a w s . o r g . a u / w p -
content/uploads/presenta�ons/Barouskaya,-I.-Anthropocentrism-and-
ecocentrism-finding-balance-for-environmental-protec�on-purposes.pdf.
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“Bila robot-robot itu hebat dalam mengop�masi 
gagasan-gagasan lama maka organisasi-organisasi 
sangat membutuhkan pekerja-pekerja krea�f yang 

mampu menelurkan solusi-solusi masa depan.”

5) Manajemen waktu (�me management). Mengapa? Ini 
merupakan kecakapan yang �dak lekang waktu; menguasai 
manajemen waktu akan sangat bermanfaat untuk 
perkembangan karier.

Benarkah so� skills lebih pen�ng daripada hard skills? 
Ya, demikianlah pengamatan dan kesimpulan Paul 
Petrone (2019), LinkedIn Learning Senior Editor. Anda 

boleh �dak setuju. Pengamatan dan kesimpulannya itu tentu 
�dak sembarangan mengingat dia sehari-hari berkecimpung 
dengan kecakapan-kecakapan yang diperlukan oleh 
perusahaan-perusahaan, yang mencari pekerja-pekerja 
dengan kombinasi hard skills maupun so� skills. LinkedIn 
mencatat terdapat sekitar 50.000 jenis skills, baik hard skills 
maupun so� skills. Nah, apa saja so� skills yang paling dicari 
oleh perusahaan-perusahaan?

1) Krea�vitas (crea�vity). Mengapa? Bila robot-robot itu 
hebat dalam mengop�masi gagasan-gagasan lama maka 
organisasi-organisasi sangat membutuhkan pekerja-pekerja 
krea�f yang mampu menelurkan solusi-solusi masa depan.

Pengamatan Paul Petrone tersebut tampak selaras dengan The 
Future Jobs Report 2018 oleh The World Economic Forum 
(WEF), yang menyimpulkan bahwa “human” skills, seper� 
orisinalitas (originality), prakarsa (ini�a�ve), dan pemikiran 
kri�s (cri�cal thinking), tampaknya akan meningkat nilainya 
seiring dengan kemajuan teknologi dan automasi.

3) Kolaborasi (collabora�on). Mengapa? Ke�ka proyek-proyek 
semakin bertumbuh, semakin kompleks dan semakin global 
pada era AI, kolaborasi efek�f justru semakin pen�ng.

4) Adaptabilitas (adaptability). Mengapa? Pikiran yang 
mampu beradaptasi merupakan piran� esensial untuk 
menavigasikan dunia yang terus berubah, ke�ka solusi-solusi 
masa lalu �dak lagi mampu memecahkan persoalan-persoalan 
masa depan.

2) Persuasi (persua�on). Mengapa? Memiliki produk hebat, 
pla�orm hebat, atau konsep hebat merupakan sesuatu, 
namun kuncinya adalah memersuasi orang untuk bersedia 
menggunakannya/membelinya.

· Kemampuan memengaruhi sejawat

· Rasa ingin tahu dan posi�vitas

· Kecakapan komunikasi

M a r i  k i t a  m e l i h a t  p u l a 
pandangan kelompok lain 
sebagai pembanding. Pada 
tahun 2019 ini Expert Panel, 
Forbes Coaches Council ‒ terdiri 
dari 15 ahli dalam coaching ‒ 
menyimpulkan bahwa secara 
umum so� skills berikut ini 
s e b a i k nya  m e n j a d i  fo ku s 
pengembangan profesional:

· Rendah ha�

· Ketahanan (resilience)

Kesadaran diri

· Empa�

· Kecerdasan emosional

· Mendengarkan secara ak�f

· Pemecahan persoalan secara krea�f

· Kecakapan mengama�

· Keberanian untuk membuat rekomendasi

· Kemampuan mengontekstualisasi

Mengapa empa� (empathy) pen�ng? Laurie Sudbrink dari 
Unlimited Coaching Solu�ons, Inc. menjawab, “Walaupun 
tentu saja bukan satu-satunya so� skill yang dibutuhkan untuk 
sukses, secara argumenta�f empa� merupakan so� skill yang 
paling pen�ng yang dibutuhkan siapa saja ke�ka memasuki 
angkatan kerja (dan se�ap waktu di dalam karier Anda). Tanpa 
empa�, Anda �dak akan memahami dari mana seseorang 
datang. Empa� membantu kita membaca orang-orang dan 
situasi-situasi, beradaptasi, membangun trust, dan berkoneksi 
secara lebih efek�f dengan yang lain.”

· Kesadaran diri (self awareness)

Kecerdasan emosi (emo�onal intelligence) sudah menjadi 
perbincangan dunia pada akhir abad ke-20. Mengapa ini 
sangat pen�ng? “Kemampuan untuk mengakses dan 
mengelola emosi-emosi diri Anda, dan membangun relasi-
relasi profesional yang bermakna, merupakan satu di antara 
skills paling pen�ng yang dimiliki para pemimpin sukses. Para 
pemimpin membuat suatu dampak bukan hanya dengan 
pengetahuan, skills, dan pengalaman mereka, namun juga 

· Kesediaan untuk bertanya

· Pembangunan relasi
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Menempa so� skills merupakan investasi yang sangat bagus. Perkembangan Ar�ficial Intelligence (AI) justru 
menambah pen�ng so� skills karena inilah jenis kecakapan yang �dak dapat diautomasi dengan robot. 
Menarik bahwa sekitar 57 persen pemimpin senior memandang bahwa so� skills lebih pen�ng daripada 
hard skills.

Lebih penting daripada hard skills (?)

Menempa Soft Skills
P. Krismastono Soediro
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“Empa� membantu kita membaca orang-orang 

dan situasi-situasi, beradaptasi, membangun 
trust, dan berkoneksi secara lebih efek�f dengan 

yang lain.”

Menarik bahwa para coach hebat itu menggarisbawahi pula 
kerendahha�an (humility). Mengapa? Loren Margolis dari 
Training & Leadership Success LLC mengingatkan bahwa 
lulusan-lulusan baru terlalu mengejar prestasi dalam bekerja 
sehingga mereka �dak menyadari betapa pen�ngnya 
kerendahha�an. Kerendahha�an bukan berar� menjadi lemah 
atau berada di tempat yang lebih rendah. Kerendahha�an 
berar� memiliki harga diri yang �nggi untuk memimpin 
dengan memberi perha�an besar kepada yang lain. Tanyalah 
pandangan yang lain sebelum memberikan pandangan diri 
sendiri. “Upayakanlah bahwa pertama-tama Anda dapat 
mendukung kesuksesan mereka sebelum memikirkan 
kesuksesan diri sendiri,” katanya.

dengan memengaruhi dan memo�vasi, yang mana membuat 
hal itu menjadi impera�f. Mereka mampu berkoneksi dengan 
orang-orang lain untuk memperkuat trust dan kolaborasi,” 
kata Tonya Echols dari Vigere.

Ketahanan (resilience) perlu memperoleh perha�an kaum 

muda, yang masih baru bergabung di dunia kerja, yang rentan 
tergoda untuk segera menggan� pilihan yang sudah dibuat. 
Elizabeth Pearson dari Elizabeth Pearson Execu�ve Coaching 
menyarankan agar kaum muda memegang teguh komitmen 
atas pilihan, dan melihatnya secara jernih. “Selalu ada sesuatu 
yang dapat dipelajari dalam se�ap situasi, dan jika Anda 
melempar handuk secara prematur, Anda akan kehilangan 
pelajaran-pelajaran berharga,” nasihatnya.

“Kerendahha�an berar� memiliki harga diri yang 
�nggi untuk memimpin dengan memberi 

perha�an besar kepada yang lain.”

A p a  y a n g  d i m a k s u d  d e n ga n  ke m a m p u a n  u n t u k 
mengontekstualisasi (ability to contextualize), dan mengapa 
pen�ng? Kyle Brost dari Spark Policy Ins�tute & Choice 
Strategy Group menjelaskan bahwa belajar untuk 
menempatkan keputusan-keputusan pemimpin dalam 
konteks yang lebih luas dari strategi organisasi, dari proses-

“Semakin cepat Anda dapat belajar 
mengontekstualisasikan keputusan-keputusan, 
semakin baiklah keputusan-keputusan itu, dan 

Anda akan semakin diperha�kan.”

Demikianlah pandangan orang-orang yang sehari-hari 
berkecimpung dengan pengembangan profesional. 
Pen�ngnya so� skills sudah menjadi kesadaran masyarakat 
dunia tahun-tahun belakangan ini. Gaung Revolusi Industri 
Keempat bukan memudarkan pen�ngnya so� skills melainkan 
justru semakin menebalkannya. Tentu saja, ini bukan berar� 
bahwa hard skills sama sekali �dak pen�ng. Hard skills, yang 
sedang mengalami pergeseran, tetap perlu memperoleh 
perha�an, tetapi semuanya berawal dari so� skills. Nah, 
barangkali se�ap orang, se�ap kelompok, se�ap perusahaan, 
se�ap organisasi memiliki pandangan masing-masing tentang 
prioritas jenis-jenis so� skills sesuai dengan pengalaman dan 
kebutuhannya pada masa kini dan masa depan. Menurut Anda 
sendiri, so� skills apa yang perlu diprioritaskan? 

proses �m, dan prioritas-prioritas atasan, merupakan sesuatu 
yang berharga. “Semakin cepat Anda dapat belajar 
mengontekstualisasikan keputusan-keputusan, semakin 
baiklah keputusan-keputusan itu, dan Anda akan semakin 
diperha�kan. Anda akan melihat cara-cara untuk menciptakan 
nilai ke�ka orang lain �dak melakukannya, dan Anda akan 
menjadi seorang pendukung pembuat keputusan di dalam 
organisasi,” jelasnya.

Para coach melihat pula pen�ngnya keberanian untuk 
membuat rekomendasi. “Betapa pun junior peran Anda, 
belajarlah untuk membuat rekomendasi kepada pemimpin 
dan �m Anda dengan landasan yang kuat. Terimalah bahwa 
mereka mungkin �dak menerima rekomendasi Anda, tetapi 
beranilah untuk menyampaikan pandangan Anda tentang 
langkah-langkah selanjutnya daripada membicarakannya di 
belakang dengan orang lain. Hal itu akan memperlihatkan 
komitmen dan keberanian Anda untuk menjadi seorang 
problem solver dan solu�on seeker,” ungkap Jenn Lofgren dari 
Incito Execu�ve & Leadership Development.

Akhirnya, kesadaran diri (self awareness). “Jika Anda hanya 
mampu fokus pada satu so� skill secara awal dalam karier 
Anda, itu hendaknya adalah mengembangkan kesadaran diri 
yang lebih dalam. Berilah perha�an pada bagaimana Anda 
tampil dalam situasi-situasi berbeda. Apa yang dapat Anda 
pelajari dari feedback orang-orang lain? Mintalah feedback 
dan dengarkanlah secara ha�-ha�. Bahkan jika Anda �dak 
segera memahami feedback yang Anda terima, mintalah 
klarifikasi dan teruslah melihat diri sendiri,” kata Marcy 
Schwab dari Inspired Leadership.

P. Krismastono Soediro, Kepala Kantor Yayasan Universitas 
Katolik Parahyangan, menulis dalam kapasitas pribadi.
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Pertanyaannya adalah, apakah kemudian di luar momen pesta 
atau perayaan ini, demokrasi lantas masih perlu ada atau 
sebaliknya justru �dak lagi pen�ng?  Ini dikatakan dengan 
mengingat adanya pemahaman pemilu bukan sekadar proses 
bertanya pada rakyat.  Namun lebih dari itu, perang 
pamungkas antara kebenaran dan kebathilan.  Setelah pemilu 
usai – tentu dengan pemenang langsung mewakili kebenaran – 
ihwal demokrasi kembali menjadi teori poli�k dan urusan 
esoteric.  Kata dan konsep yang dibincangkan seru di dunia 
akademis atau didiskusikan di ruang-ruang kelas sebagai 
hafalan atau justru di media sosial sebagai kata-kata kunci 
untuk mengkri�k pemerintah atau siapa pun yang pada saat 
tertentu mendapat kehormatan untuk dibenci. Pandangan-
pandangan di atas belum menyentuh persoalan pemahaman 
dan prak�k demokrasi di Indonesia yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat yang dicirikan keberagaman 
suku, ras, agama/keyakinan (agama atau poli�k).  Tulisan 
ringkas ini – �dak akan mengiku� ulasan-ulasan yang sudah 
beredar luas di TV dan media sosial – hanya akan memberikan 
sketsa persoalan demokrasi Indonesia dari kacamata 
keberagaman di atas.

Sering tersebut Indonesia adalah negara (yang) demokra�s 
dan sebab itu adalah sekaligus negara (berdasar) hukum bukan 
kekuasaan semata.  Konsep-konsep ini merujuk pada konsep 
sederhana: rakyat (atau masyarakat) diasumsikan memiliki 
kemampuan dan kekuasaan mengatur dan menata hidup 
mereka sendiri. Dalam konteks ini, hukum (dan seiring dengan 
itu pemerintah) sebagai instrumen untuk mengatur dan 
menata kehidupan bersama adalah wujud harapan dan 
kehendak rakyat bersama. Secara berlebihan disebut vox 
populi (suara rakyat) adalah vox Dei (suara Tuhan).  Dalam pola 
pikir yang sama, peraturan perundang-undangan yang dibuat 
oleh wakil  rakyat dan/atau pemerintah mendapat 

Pendahuluan

Pada April 2019 Indonesia melaksanakan pesta 
demokrasi.  Acara pemilihan umum (Pemilu) atau pesta 
demokrasi adalah momen warga negara Indonesia yang 

cukup umur – dibuk�kan dengan kepemilikan Nomor Induk 
Kependudukan – diberi kesempatan untuk memilih siapa 
(calon legisla�f; perwakilan partai poli�k) yang akan 
mendapatkan kursi empuk di DPR/DPD �ngkat pemerintah 
pusat atau daerah dan siapa, di antara pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang ada, mendapat cukup suara 
untuk disumpah memimpin Negara ini.  Pada akhirnya 
rekapitulasi mayoritas suara peserta pemilu akan menentukan 
siapa yang selama sekian tahun ke depan akan diberi 
kesempatan menggunakan atau menyalahgunakan 
kedudukan sebagai anggota MPR/DPR atau DPD atau 
pimpinan Negara.

Negara Hukum yang Demokra�s sebagai suatu idea

Alasan mengapa individu (dalam kelompok) perlu dan pen�ng 
didengar pandangannya  seja�nya berkaitan dengan ikh�ar 
mencari keseimbangan antara kepen�ngan individu dan 
kepen�ngan kelompok.  Musyawarah (�dak terpisahkan dari 
demokrasi) sebagai suatu forum dan proses saling bercakap 
(delibera�on) sudah mengandaikan pen�ngnya keberagaman 
pandangan diungkap-dipertukarkan dan pada akhirnya 
kompromi (mufakat) dapat dicapai. Sekaligus dengan itu harus 
kita terima bahwa demokrasi dilandaskan pada pengandaian 
adanya masyarakat bukan sebagai satu kesatuan utuh yang 
seragam, namun justru melingkupi keberagaman (pandangan 
dan sikap poli�k) individu dan kelompok.  Dengan itu juga 
harus diterima bahwa demokrasi dimaknai sebagai proses 
deliberasi �daklah patut diselewengkan menjadi alat 
penguasa atau masyarakat untuk menyeragamkan pandangan 
atau membungkam pandangan berbeda atau bahkan 
memaksakan penyeragaman masyarakat atas alasan apa pun 
juga.

Ini akan membawa kita pada persoalan hubungan atau 
keterkaitan demokrasi dengan keberagaman masyarakat.  Jika 
demos (the people) kratein (governing power) dimenger� 
sebagai  kekuasaan atau kedaulatan rakyat ,  maka 

H a r i a n  P i k i r a n  R a k y a t 
menangkap pemaknaan 
demokrasi dalam ar�an di 
atas dalam semboyan “dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.   Sekalipun koran lokal 
Jawa Barat ini sebenarnya hanya berbicara tentang 
pengumpulan dan penyebaran berita di wilayah Jawa Barat 
atau dunia untuk kepen�ngan pembaca (rakyat), semboyan 
tersebut juga merujuk pada penger�an demokrasi di aras 
poli�k (urusan mengelola kepen�ngan bersama). Esensinya – 
sekadar mengulang – adalah (mayoritas atau suara terbanyak) 
rakyat sebagai kumpulan warga negara yang berkuasa 
menentukan apa yang mereka hendak baca dan pikirkan dan 
dengan itu pada akhirnya menentukan nasib sendiri dan 
orang-orang lain yang terkait atau kebetulan berbagi hidup di 
tempat yang sama.  Dalam hal ini, demokrasi niscaya dikaitkan 
pada pengakuan dan penghormatan negara, pemerintah, dan 
masyarakat pada hak perseorangan atau kelompok 
masyarakat untuk menyatakan pendapat (bebas dari 
in�midasi) dan juga untuk didengar. 

keabsahannya (landasan 
keberlakuannya) karena 
d i a n g g a p  s e l a l u  d a n 
s e l a m a n y a 
m e r e p r e s e n t a s i k a n 
k e h e n d a k  r a k y a t  a t a u 
se�daknya dibuat untuk 
memajukan kepen�ngan 
bersama.    
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Dibandingkan dengan Afrika Selatan yang juga pernah menjadi 
koloni Belanda, situasi di Hindia Belanda sebenarnya masih 
jauh lebih baik. Di Afrika Selatan (sampai dengan keberhasilan 
perjuangan Nelson Mandela, 1990-1993), pembagian 
golongan atas kawula negara disederhanakan menjadi 
golongan kulit pu�h (Eropa) dan berwarna yang dipersamakan 

Pada zamannya, pendekatan ini dianggap bagian dari poli�k  
e�s: ikh�ar menghorma� dan mengakui kemandirian kawula 
bumiputra untuk mengelola dirinya sendiri, di bawah sistem 

pemerintahan dan hukum non-Barat.  Namun sebagaimana 
dialami oleh sejumlah elite bumiputera dan juga ditafsir pada 
zaman sekarang, pembagian golongan tersebut adalah bagian 
dari strategi poli�k divide et impera serta membenarkan 
perlakuan diskrimina�f terhadap golongan bumiputera 
ataupun persecu�on terhadap kawula yang membangkang 
dan mempertanyakan keabsahan pemerintahan kolonial.

pertanyaannya adalah siapakah rakyat (the people) itu: apakah 
hanya suara mayoritas – acap dianggap sama dengan 
komunitas atau masyarakat pada umumnya – yang atas nama 
demokrasi, kemudian menyingkirkan semua yang berbeda dan 
dianggap �dak sejalan dengan kepen�ngan bahkan citra diri 
mayoritas.  Apakah perbedaan paham yang disuarakan 
kelompok minoritas punya tempat dalam demokrasi? Di sini 
kita �ba pada persoalan poli�k iden�tas (citra diri) dalam 
kaitan dengan konsep kebangsaan di Indonesia.

Keseragaman-Keberagaman dan Poli�k Iden�tas

Pada zaman kolonial (s.d. 1942), pemerintah Hindia Belanda 
(juga mengaku sebagai Negara hukum) membagi kawula di 
Hindia Belanda secara formal ke dalam �ga golongan 
penduduk (Eropa (minoritas elite) dan yang dipersamakan, 
Tionghoa dan bumiputra (mayoritas)). Terkait dengan itu, 
diberlakukan pembedaan hak-hak sosial, poli�k, dan ekonomi 
dari �ga golongan di atas. Satu alasan pembenar bagi 
pembagian golongan penduduk adalah selain penilaian dan 
penghargaan rendah pada golongan bumiputra sebagai 
masyarakat petaklukan, negara hukum Hindia Belanda saat itu 
terpaksa menjalankan prak�k direct rule (berbasis demokrasi) 
untuk golongan Eropa dan, sebaliknya, mengusung gagasan 
indirect rule bagi mayoritas masyarakat bumiputera (swapraja: 
kesultanan dan  swapraja: desa otonom dan masyarakat adat).  

Perdebatan ini �dak sekadar tentang dasar bernegara (cita 
negara dan cita hukum), namun lebih pen�ng dari itu 
berkaitan juga dengan gagasan pertama siapakah bangsa 
(na�on) atau rakyat (people) Indonesia itu dan kedua siapa 
yang akan diakui oleh hukum Negara sebagai warga negara di 
negara yang dibangun berdasarkan konsep-konsep yang harus 

dihidupkan lagi dari zaman prakolonial (negara tradisional) 
atau justru dipinjam dari dunia barat (negara hukum 
demokra�s yang bertujuan memajukan kepen�ngan umum: 
res-publica).  Singkat kata, dalam negara Indonesia modern 
yang demokra�s, siapakah yang digolongkan sebagai rakyat 
(demos) yang berdaulat? 

dengan hewan. Atas dasar itu, dijalankan poli�k segregasi yang 
membenarkan (atas nama demokrasi elite kulit pu�h) 
perlakuan �dak manusiawi terhadap mayoritas penduduk 
Afrika Selatan yang �dak berkulit pu�h.   Sekalipun 
pemerintah kolonial di Hindia Belanda �dak dipungkiri 
menjalankan kebijakan yang bisa sangat diskrimina�f, 
misalnya sebagaimana dituliskan dalam tetralogi Pramoedya 
Ananta Toer,  hal ini untungnya �dak pernah berkembang 
menjadi poli�k segregasi.

Pen�ngnya perdebatan ini harus pula dikaitkan dengan 
pembacaan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan Presiden 
NKRI haruslah (dari golongan) bumiputra yang sekaligus 
beragama Islam. Alasan mengapa ini pen�ng dapat kita 
tempatkan dalam konteks perdebatan yang terjadi 
sebelumnya di antara para pendiri negara, yaitu tentang 
pencantuman atau penghapusan Piagam Jakarta dari rumusan 

Menjelang kemerdekaan Indonesia (1945), dalam rapat-rapat 
BPUPKI dan PPKI muncul perdebatan tentang dasar negara.  
Tersembunyi di balik perdebatan ini adalah persoalan bentuk 
negara seper� apakah yang akan dibangun untuk Indonesia 
dan masyarakat bumiputra merdeka. Pilihan yang tersedia 
adalah menghidupkan kembali negara (tradisional) berbasis 
agama (kesultanan yang justru dihancurkan Hindia Belanda 
melalui perjanjian panjang-pendek) ataukah justru meniru 
dan mengadaptasi bentuk negara (dan sistem hukum) 
modern.  Tersedia pada 1945, dua model, yaitu versi negara-
negara blok Barat (liberal kapitalis) atau sebagai alterna�f 
negara-negara blok Timur (sosialis).   

Utama               
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Demokrasi seper� dimaknai di atas, di Indonesia, pada 
akhirnya dimenger� sekadar sebagai hak mayoritas  (yang 
rentan untuk dibajak, justru oleh elite) untuk memerintah 
dan/atau menetapkan hukum yang berlaku, termasuk yang 
pada akhirnya menindas siapa pun yang dikategorikan sebagai 
minoritas. Apakah ini satu-satunya cara untuk memahami 
demokrasi:  mayoritas atas nama demokrasi  boleh 
mengesampingkan minoritas? Di mana sebenarnya tempat 
minoritas dalam alam demokrasi Indonesia?  Selanjutnya, 
apakah Indonesia sebenarnya dengan memper�mbangkan 
fakta keberagaman suku, ras, agama/keyakinan populasi di 
Indonesia – bukan merupakan kumpulan minoritas yang 
kebetulan karena pengalaman sejarah sama (berturut-turut 
dijajah mul�na�onal corpora�on dari Belanda (VOC), Inggris 
(EIC), Perancis-Belanda dan Jepang) tergabung menjadi satu 
na�on dengan cita-cita yang sama?  

“…Ini dikatakan dengan mengingat bahwa 
sekalipun dalam demokrasi, minoritas rentan 

terhadap diskriminasi dan persecu�on, peluang 
untuk menuntut tanggung jawab negara 

(pemerintah) untuk membuat hukum yang �dak 
diskrimina�f masih terbuka...”

Seper� disebut di awal, apa yang diuraikan di atas hanyalah 
sketsa persoalan yang menghambat pembangunan demokrasi 
(dan Negara hukum) Indonesia. Demokrasi sebagai sistem 
poli�k yang mengandalkan pemilihan umum untuk 
menangkap kehendak rakyat pada suatu saat tertentu, jelas 
�dak sempurna. Namun dibandingkan pilihan lain yang ada 
(�rani-diktotarial, junta militer, monarki kons�tusional) masih 

yang paling baik.  Ini dikatakan dengan 
mengingat bahwa sekal ipun dalam 
demokrasi, minoritas rentan terhadap 
diskriminasi dan persecu�on, peluang 
untuk menuntut tanggung jawab negara 
(pemerintah) untuk membuat hukum yang 
�dak diskrimina�f masih terbuka. Tentu 
peluang itu �dak mudah diwujudkan 
sekalipun tetap layak diperjuangkan. Untuk 
itu diperlukan keberanian minoritas untuk 
keluar dari tempurung ketakutan dan 
kecemasan dan mengumandangkan suara 
mereka.

ber�mbal balik -  dari minoritas sikap tenggang rasa. Kelompok 
minoritas sebaiknya tahu diri dan �dak banyak menuntut juga 
bila di�ndas dan hak-hak sipil-poli�knya dirampas.  

Lalu bagaimana?

Tristam Pascal Moeliono, 
dosen tetap Fakultas Hukum Unpar

Utama
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Pancasila (sila pertama) yang menjadi landasan filosofis 
kons�tusi Negara (modern) Indonesia. Kesepakatan terakhir 
yang ada dan kemudian juga diputuskan MPR RI pasca 
pemerintahan Orde Baru adalah tetap menghapus 9 kata ini 
dari rumusan sila pertama Pancasila.  

Lagipula di balik perdebatan dan pilihan di atas terkandung 
pandangan yang diusung pasca kemerdekaan, untuk 
mengkompensasi kebijakan masa lalu, diterapkan kebijakan 
affirma�ve ac�on:  golongan bumiputera beragama Islam 
adalah mayoritas kawula Indonesia (bukan golongan pertama: 
Eropa maupun golongan kedua: Tionghoa).  Merekalah yang  
sepatutnya menggan�kan posisi pertama golongan Eropa dan 
yang dipersamakan.  Bersamaan dengan itu, terjadi 
p e r c a m p u r a n  i d e n � t a s  b u m i p u t r a  d a n  p i l i h a n 
agama/keyakinan.  Bumiputra adalah musl im dan 
meningkatkan golongan (dan pengakuan sebagai warga 
negara) dapat dilakukan dengan berpindah keyakinan. 
Konsekuensi dari hal ini juga berpengaruh terhadap 
pengaturan hubungan antara negara dengan agama (samawi) 
atau keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia. (2) 
bumiputera nonmuslim, termasuk masyarakat hukum adat 
(yang melihat keyakinan mereka direduksi menjadi sekadar 
bagian dari budaya) adalah warga negara kelas dua.  Hak 
poli�k-sosial-ekonomi mereka berbeda dari yang dapat 
dinikma� oleh warga kelas satu. Namun kebijakan ini �dak 
khas  Indones ia .  Negara  tetangga,  Malays ia ,  juga 
mengembangkan kebijakan affirma�ve serupa. Melayu 
(muslim) adalah warga negara kelas satu.  

Dalam lintasan waktu, pandangan di atas memperkuat apa 
yang sudah terbangun sejak zaman kolonial, yaitu majority and 
minority complex dalam alam demokrasi yang tumbuh 
kembang maupun secara ideal hendak dibangun di Indonesia.  
Kenyataan adanya (kumpulan) minoritas – mereka yang lain, 
bukan kami, dari sudut pandang mayoritas - dipandang terjadi 
atas perkenanan mayoritas. Mayoritas atau elite (penguasa) 
yang mewakili mayoritas menuntut secara sepihak – bukan 





Utama

 

  

Sebagian besar masyarakat Indonesia mes�nya sepakat 
bahwa pemil ihan umum 2019 untuk memil ih 
presiden/wakil presiden bersamaan dengan memilih 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik 
�ngkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten dirasakan sebagai 
suatu kegembiraan dalam hidup berbangsa dan negara 
meskipun di sisi lain ada catatan-catatan kri�s untuk 
penyempurnaan temasuk adanya banyak korban yang 
meninggal baik masyarakat maupun aparat pada saat 
pelaksanaan pemilu. Kegembiraan nampak jelas dengan 
memerha�kan antusiasme warga negara yang mempunyai hak 
pilih baik yang �nggal di Indonesia maupun di luar negeri. Kita 
sebagai warga negara Indonesia memang sudah seharusnya 
bersyukur bahwa para pendiri bangsa (Founding Fathers) sejak 
Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia 
harus didirikan menjadi negara demokrasi. Indonesia TIDAK 
didirikan sebagai negara agama ataupun negara kerajaan. 
Pilihan ini tentu saja didasari pada argumentasi bahwa 
Indonesia memiliki anugerah sebagai negara dengan kondisi 
�ngkat kemajemukan yang sangat �nggi yang kemudian 
ditegaskan dalam semangat slogan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pilihan akan negara demokrasi tentu saja membawa 
konsekuensi yang �dak mudah dan menuntut banyak hal yang 
harus dipenuhi sebagai suatu negara demokrasi. Namun 
demikian, di balik pilihan ini mengandung esensi bahwa negara 
ingin mengedepankan kepen�ngan rakyat (demos) agar 
pemerintah yang berkuasa (kratos) berjuang semata-mata 
untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu ditegaskan 
bahwa demokrasi yang menjadi pilihan BUKAN merupakan 
tujuan namun merupakan jalan dan proses yang diyakini dapat 
memper-ha�-kan berbagai kepen�ngan warga negara untuk 
mencapai tujuan yaitu kesejahteraan atau sering dikatakan 
sebagai Kebaikan Bersama (Common Good). 

Pemil ihan umum (pemilu) baik itu untuk memil ih 
presiden/wakil presiden maupun anggota parlemen pada 
dasarnya merupakan realisasi pilihan akan sistem poli�k 
demokrasi. Dalam hal inilah rakyat akan menentukan individu-
individu yang dipercaya untuk merepresentasikan aneka 

“Pilihan akan demokrasi pada dasarnya juga 
menegaskan bahwa se�ap warga negara pada 

hakikatnya mempunyai kepen�ngan yang 
berbeda-beda yang harus diakomodasikan dalam 

sistem pemerintahan yang dijalankan”

Pilihan ini pada akhirnya ingin menegaskan bahwa demokrasi 
memberi tempat yang paling utama bagi warga negara untuk 
menentukan pilihannya, khususnya yang menyangkut pilihan 
poli�k yang dilandasi pada prinsip kebebasan yang 
bertanggung jawab.

Pertanyaan yang selalu dan harus dimunculkan ke�ka hajatan 
poli�k pemilu adalah: apakah semua proses yang terkait 
dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 mulai dari masa 
kampanye, termasuk debat capres/cawapres, pelaksanaan 
pemilihan, penghitungan suara hingga penetapan hasil pemilu 

Pemilu – Pendewasaan Demokrasi

Harus diakui bahwa proses menuju pendewasaan demokrasi 
di Indonesia telah dan akan terus melalui jalan panjang dan 
berliku untuk semakin menegaskan dan meneguhkan bahwa 
Indonesia merupakan negara yang diselenggarakan dengan 
sistem demokrasi. Pendewasaan demokrasi melalui 
pelaksanaan pemilu juga berhadapan dengan aneka ragam 
tantangan dan hambatan yang dapat mereduksi bahkan 
menghilangkan hakikat demokrasi yang tercermin dalam 
pemilu. Pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu pada 
masa rezim Orde Baru menunjukkan secara transparan bahwa 
pelaksanaan pemilu bahkan bisa digunakan untuk 
melanggengkan kekuasaan melalui berbagai rekayasa poli�k 
yang bahkan ditegaskan secara legal formal, ins�tusional, dan 
struktural.  

ragam kepen�ngan rakyat 
tersebut. Oleh karena itu, 
pemilu untuk memilih 
pemimpin negara bangsa 
ini pada hakikatnya bukan 
suatu yang terpisah secara 
a b s o l u t ,  m e l a i n k a n 
merupakan kesatuan yang 
�dak terpisahkan dari 
seluruh warga negara yang 
m e m i l i h n y a .  D a l a m 
k o n t e k s  d e m o k r a s i 
seorang pemimpin yang 
terpilih pada dasarnya 
merupakan “manifestasi” rakyat yang memimpin untuk 
kesejahteraan rakyat (govern from the people, by the people, 
for the people). Oleh karena itu pemilu selalu ditempatkan 
sebagai syarat mutlak bagi suatu negara yang menganut sistem 
demokrasi. Namun demikian adanya pelaksanaan pemilu 
belum tentu dapat mewujudkan suatu negara yang 
demokra�s. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa prak�k 
pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya pada masa 
Orde Baru, justru dimanfaatkan untuk mempertahankan 
kemapanan (status quo) kekuasaan poli�k rezim yang 
berkuasa. 

tersebut dapat semakin menumbuhkan kedewasaan poli�k 
warga negara yang terlibat baik secara langsung maupun �dak 
langsung sehingga warga dan pemerintah Indonesia dapat 
dijuluki sebagai warga dan pemerintah yang demokra�s?
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“Pasca tumbangnya rezim Orde Baru melalui 
gerakan yang disebut Reformasi 1998 pada 

hakikatnya merupakan tonggak sejarah poli�k di 
Indonesia menuju sistem poli�k yang lebih 

demokra�s”

Berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pemilu 
yang kemudian ditopang dengan lembaga-lembaga poli�k 
yang dibentuk secara top-down dan terstruktur sampai pada 
�ngkatan akar rumput (grassroots) saat itu pada akhirnya 
berujung dengan dibangun format demokrasi yang bersifat 
prosedural dan menihilkan demokrasi substansial. Kondisi ini 
akhirnya berakibat pada prak�k demokrasi yang mewajah 
dalam format sebutan democra�c-authoritarian regime. 
Bahwa Indonesia secara formal prosedural melaksanakan 
demokrasi, namun secara substansial justru menampilkan 
prak�k poli�k otoritarian. Dengan demikian pemilu lebih 
berfungsi sebagai alat rekayasa poli�k untuk tujuan 
melegi�masi keberlanjutan kekuasaan rezim Orde Baru hingga 
32 tahun. Pemilu bukan lagi sebagai saat di mana warga negara 
dapat menentukan pilihan poli�knya secara bebas.

Reformasi ditandai dengan perubahan berbagai peraturan 
perundangan bidang poli�k termasuk mengenai pelaksanaan 
pemilu. Demikian pula peserta pemilu �dak lagi dibatasi hanya 
ada 3 partai poli�k, yang dalam hal ini Partai Persatuan 
Pembangunan - PPP, Golongan Karya (Golkar), dan Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI) – seper� pada masa Orde Baru, 
melainkan diiku� oleh puluhan partai poli�k yang didirikan 
melalui inisia�f warga negara. Pemilu, khususnya saat 
“pencoblosan” sudah �dak lagi dilaksanakan pada hari kerja 
namun sudah dijadikan sebagai hari libur nasional sehingga 
se�ap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih dapat 
menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya tekanan 
dari pihak-pihak manapun. Demikian juga keberadaan Komisi 
Pemilihan Umum – KPU yang independen telah menegaskan 
bahwa pemerintah �dak bisa campur tangan dan 
memengaruhi keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu. 
Transparansi pemilu bahkan diwujudkan dengan mengundang 
lembaga-lembaga asing untuk memantau jalannya proses 
pemungutan suara. Demikian juga kehadiran dan peran 
lembaga survey yang dapat melakukan proses hitung cepat 
(Quick Count) yang pada dasarnya juga dapat berfungsi 
sebagai sarana kontrol terhadap proses hitung perolehan 

Pemilu dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini sudah 
seharusnya kita syukuri karena melalui media informasi 
tersebut maka komunikasi ide yang berkembang dapat dengan 
mudah disalurkan dan diakses oleh siapa pun yang 
membutuhkan, dan bahkan mereka yang �dak membutuhkan 
pun dengan mudah dapat menerima kiriman pesan, baik itu 
pesan posi�f maupun nega�f/hoax dari pihak-pihak di luar diri 
seseorang tersebut. Berefleksi dari pelaksanaan Pemilu 2019, 
khususnya yang terkait dengan peran media massa, dapat 
semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara 
yang semakin demokra�s. Kebebasan dan keterbukaan media 
massa di satu sisi memang layak untuk dikatakan sebagai 
penopang dan jaminan berjalannya proses demokrasi. 
Terlebih dengan kemajuan teknologi informasi digital yang 
semakin memudahkan baik perorangan, kelompok, dan 
lembaga formal dapat mempublikasikan maupun merespon 
aneka ragam berita. Harus dikatakan bahwa liberalisasi berita 
yang diunggah oleh berbagai aneka aplikasi pemberitaan 
mencapai �ngkatan yang sangat �nggi, meskipun �dak jarang 
dikatakan juga sebagai kondisi yang anarkis khususnya berita-
berita yang disampaikan melalui aplikasi format digital. 
Melalui berbagai aplikasi ini se�ap orang dapat dengan leluasa 
mengirimkan pesan baik dalam format teks, foto, maupun 
audio/video. 

suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Harus 
diakui bahwa perubahan dan pembaharuan penyelenggaraan 
pemilu tersebut merupakan wujud pendewasaan prak�k 
demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian langkah-langkah 
pendewasaan tersebut tetap saja berhadapan dengan banyak 
kendala yang dalam banyak hal lebih didasarkan pada kalkulasi 
keuntungan poli�k dari pihak-pihak yang terlibat langsung 
dengan penyelenggaraan pemilu tersebut.              

Dalam konteks ini harus disadari dan diterima bahwa 
kebenaran informasi �dak hanya dimonopoli oleh satu sumber 
saja. Dalam hal ini juga se�ap warga negara mempunyai 
otoritas untuk menginterpretasikan konten berita yang 
mereka terima. Namun demikian perlu juga disadari bahwa 
aneka informasi termasuk ragam opini dapat membawa 
konsekuensi pada terjadinya konflik yang pada dasarnya 
merupakan hal wajar dalam proses pendewasaan prak�k 
berdemokrasi. Namun demikian sisi lain yang harus disadari 
oleh warga negara adalah bahwa konflik yang terjadi 
s e h a r u s nya  h a r u s  d i o r i e nta s i ka n  u nt u k  s e m a k i n 
mengonsolidasikan dan memperkuat demokrasi, bukan malah 
sebaliknya untuk mendelegi�masi sistem demokrasi yang 
sedang dijalankan.

“Terlepas dari konten media yang posi�f atau 
nega�f, maka maraknya wacana dalam berbagai 

media tersebut secara terbuka semakin 
memberikan pendidikan poli�k warga negara 

yang mulai dibiasakan dengan berbagai 
perbedaan pendapat”
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Prak�k demokrasi yang diwujudkan dalam format pemilu pada 
dasarnya �dak bisa langsung memberikan label masyarakat 
dan pemerintah yang demokra�s. Kebebasan dalam 
menentukan pilihan dan kebebasan untuk mengekspresikan 
pendapat melalui berbagai media seringkali berhadapan 
dengan berbagai kendala yang berasal dari kondisi internal 
negara yang bersangkutan khususnya terkait dengan faktor 
manusia sebagai “subjek” penentu. Kualitas demokrasi yang 
dalam hal ini dilihat dari kualitas pelaksanaan pemilu akan 
sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana kemampuan 
intelektual warga negara dalam melibatkan diri dalam kegiatan 
poli�k tersebut. 

“Keterbelakangan”: Ancaman terhadap Demokrasi

“Kurangnya daya kri�s masyarakat terhadap 
informasi juga semakin diperparah oleh kondisi 
masyarakat yang lebih gemar bicara dari pada 

gemar membaca sehingga menyebabkan 
terbatasnya referensi dalam mengolah informasi 

yang masuk”

Ancaman keterbelakangan terhadap kualitas demokrasi di 
Indonesia bukannya semata-mata diar�kan dari dimensi 
ekonomi, melainkan lebih kemampuan daya nalar/logika 
dalam memberikan argumentasi-argumentasi dalam 
menentukan pilihan poli�knya. Fakta menunjukkan bahwa 
para pemilih masih banyak dilatarbelakangi oleh alasan yang 
kurang rasional dan �dak bisa dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan 
bernalar yang masih rendah. Kebiasaan untuk �dak gemar 
membaca yang sebenarnya merupakan la�han olah pikir atau 
berlogika nampaknya masih menjadi penyebab lemahnya 
daya nalar masyarakat Indonesia. Dalam kondisi seper� ini 
maka segala jenis pemberitaan atau pesan singkat yang jelas-
jelas �dak masuk akal pun akan ditelan mentah-mentah oleh 
masyarakat. 

Ke�ka masyarakat menampakkan sikap yang akomoda�f dan 
bahkan cenderung menerima jenis pemberitaan tersebut, 
maka hal ini kemudian semakin direspon oleh aktor pembuat 
berita dengan secara terus-menerus memproduksi berita-
berita yang diragukan kebenarannya dan bahkan cenderung 
menyesatkan. Kurangnya daya kri�s masyarakat terhadap 
informasi juga semakin diperparah oleh kondisi masyarakat 
yang lebih gemar bicara dari pada gemar membaca sehingga 

Di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia khususnya dalam konteks upaya untuk 
semakin bisa mendewasakan kehidupan poli�k yang 
demokra�s, maka di sisi lain perlu digarisbawahi adanya 
op�misme yang juga semakin menguat. Kekuatan demokrasi 
di Indonesia ditopang oleh berbagai elemen baik secara 
individual maupun secara kelembagaan. Secara formal tentu 
saja kita juga bersyukur bahwa baik suprastruktur maupun 
infrastruktur poli�k yang menopang demokrasi sudah 
diciptakan dan berfungsi menurut kaidah-kaidah demokrasi. 
Kita bisa mengatakan bahwa keberadaan lembaga ekseku�f, 
legisla�f, dan yudika�f sudah menampilkan mekanisme check 
and balances yang rela�f dapat diandalkan sehingga bisa 
mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan 
meskipun dalam beberapa kasus masih dihadapkan pada 
persoalan-persoalan personal seper� kasus-kasus korupsi 
yang masih membutuhkan komitmen dan kerja makin 
terstruktur dan sistema�s untuk mencegah dan memberantas 
para koruptor. 

Aneka ragam media massa yang dapat tampil secara bebas, 
dan yang dapat memuat konten berita yang dijamin 
kebenarannya, juga menjadi penopang proses pendewasaan 
demokrasi. Dalam hal ini, melalui media massa warga negara 
juga dibiasakan untuk membaca dan mencerna ragam opini 
dan berita sehingga warga negara akan terbiasa dengan 
berbagai perbedaan pendapat yang merupakan aspek 
mendasar dalam kehidupan berdemokrasi. Kemajuan 
teknologi informasi dari sisi posi�f memang harus disyukuri 
sebagai sarana yang dapat mencerdaskan bangsa, dan yang 
dengan kecerdasan ini akan dapat memberikan jaminan 
terhadap penerapan demokrasi yang lebih dewasa dan dapat 
dipertanggungjawabkan.   

Op�misme terhadap demokrasi di Indonesia juga ditopang 
dengan semakin bertambah banyak dan menguatnya 
masyarakat sipil (civil society) serta keberadaan organisasi-
organisasi non-pemerintah yang semakin bersifat kri�s, 
konstruk�f, dan memberdayakan dalam berbagai aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mereka yang 
peduli terhadap upaya untuk terus-menerus menguatkan 
proses demokrasi di Indonesia”

menyebabkan terbatasnya referensi dalam mengolah 
informasi yang masuk. Lebih jauh lagi kita bisa melihat bahwa 
�dak jarang interpretasi terhadap prak�k/fenomena poli�k 
masih berpusat pada figur-figur eli�s. Dengan kata lain, bahwa 
kultur feodal masih banyak mewarnai masyarakat Indonesia 
terutama masyarakat yang masih mengalami keter�nggalan 
dalam hal pendidikannya.

Iklim feodal yang terbangun tersebut tentu saja akan 
berdampak lebih lanjut pada penafsiran-penafsiran dan 
argumentasi terhadap fenomena dan pilihan poli�k yang 
primordial yang akhirnya mengarah pada isu etnis, agama, 
ataupun golongan. Argumen yang rasional-logis menjadi 
sangat minim dalam kelompok masyarakat seper� ini yang 
kemudian �dak jarang berakibat lebih lanjut pada aksi-aksi 
anarkis yang mereduksi kualitas demokrasi di Indonesia.

Op�misme dan Keteladanan Pemimpin
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Peran mereka juga semakin diperkuat dengan jejaring yang 
dimiliki sampai pada tataran internasional sehingga hal ini juga 
semakin membuka perha�an dan dukungan dunia luar 
terhadap perkembangan demokrasi, khususnya melalui 
pelaksanaan pemilu di Indonesia. 

Kondisi masyarakat Indonesia yang masih menunjukkan akan 
kuatnya pola hubungan yang bersifat “patron-client” yaitu 
masyarakat yang masih mempunyai ketergantungan sangat 
kuat terhadap pemimpinnya, khususnya yang terkait dengan 
ekspresi ide-ide kri�s, maka kondisi ini akan dapat berakibat 
pada pelemahan kualitas demokrasi. Dalam hal ini warga 
masyarakat �dak mempunyai ruang kebebasan untuk 
berekspresi, atau mungkin karena masyarakat �dak 
mempunyai kapasitas dalam melakukan olah pikir atau nalar – 
logis. Dalam kondisi ini tuntutan akan kepemimpinan yang bisa 
menjadi teladan memang mendesak dibutuhkan. Pemimpin 
yang mencerdaskan dan yang dapat membantu membuka 

cakrawala pandang warga negara sehingga pandangan, sikap, 
dan perilaku mereka akan sesuai dengan tuntutan 
pendewasaan demokrasi yang makin bermartabat dan 
menyejahterakan seluruh warga negara. 

Membangun pemerintahan dan masyarakat yang demokra�s 
pada hakikatnya merupakan proses yang membutuhkan 
komitmen, stamina, dan kesabaran semua pihak. Demokrasi 
hanya akan dapat cepat terwujud ke�ka para elite poli�k 
sudah berani “selesai” dengan kepen�ngan diri sendiri dan 
kelompoknya. Dengan demikian demokrasi sebagai suatu 
prinsip dan sistem benar-benar dapat menjadi pilihan jalan 
terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Pius Sugeng Prasetyo, dosen Program Studi Ilmu Administrasi 
Publik - FISIP UNPAR, berfokus pada isu-isu Inovasi kebijakan 
pembangunan dan demokrasi desa.
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Dalam waktu enam jam daulat rakyat menjadi praksis 
demokrasi spektakuler dan memesona terjadi di 
Indonesia. Lebih kurang 192 juta penduduk, tua-

muda, laki-laki-perempuan, kaya-miskin, majikan-buruh, 
pendek kata seluruh warga negara Indonesia yang telah 
mempunyai hak pilih,  mendatangi Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) di seluruh wilayah Indonesia untuk memberi suara. Tak 
hanya dalam negeri, gelora yang sama juga dirasakan bagi para 
pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. Untuk para 
pemilih di luar negeri tebersit cerita, ada yang harus 
menempuh ratusan kilometer demi satu suaranya. Suara 
se�ap warga akan menentukan masa depannya, masa depan 
kelompok, dan akhirnya masa depan bangsa ini.   

“mandeg-nya proses demokrasi di negeri ini yang 
menimbulkan penderitaan rakyat, maka muncullah suara-

suara e�s baik di era Sukarno maupun di masa Suharto 
yang turut mendongkel kekuasaan tersebut menuju arah 

yang lebih demokra�s sesuai amanat kemerdekaan.

Tulisan ini akan bergerak di dua bidang refleksi yaitu, 
prosedural dan substansial. Dua bidang yang tak mungkin 
dipisahkan secara ketat satu dengan yang lainnya. Setelah 
refleksi atas dua peris�wa demokrasi tersebut, penulis akan 
merefleksikan langkah-langkah demokra�s yang perlu 
dilakukan pasca pemilihan umum dalam rangka semakin 
menjadikan demokrasi sebagai bagian dari kehidupan kita 
sebagai warga. 

Pemilu mematangkan Persatuan dalam Perbedaan

Berbagai pihak mengatakan bahwa inilah pemilihan serentak 
terbesar di dunia dengan par�sipasi pemilih yang tergolong 
�nggi. Di sisi lain, di tempat pemungutan suara para pemilih 
dihadapkan pada lima surat suara namun harus diakui bahwa 
semua keadaan ini bisa teratasi berkat kegigihan semua anak 
bangsa yang bahu-membahu berjuang demi terwujudnya cita-
cita kebangsaan Indonesia yang demokra�s, adil, dan makmur. 
Hajatan besar ini melibatkan baik pihak penyelenggara, 
pemerintah di se�ap level, aparat keamanan, partai dan 
peserta pemilu lain, serta rakyat Indonesia pada umumnya 
yang harus terus bersinergi. Tantangan lain dalam Pemilu kali 
ini adalah jumlah partai yang terlibat cukup banyak, yaitu 16 
partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Beberapa situasi sudah 
diatasi  dan di la lui .  Tantangan juga dia lami pihak 
penyelenggara pemilu yang harus bekerja ekstra untuk 
merekapitulasi surat suara. Kerja besar ini juga menimbulkan 
korban jiwa yang �dak sedikit dari penyelenggara. Sampai 
tanggal 1 Mei 2019, dalam rilis KPU sudah terdapat 377 
petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
meninggal dunia, 2.912 orang yang sakit.  Selain itu anggaran 

Mungkinkah bicara e�ka di arena Pemilu?

In i  merupakan tahapan 
pemilu yang panjang dan 
rumit, namun kita/bangsa ini telah menyelesaikan tahapan 
yang panjang dan melelahkan ini. Proses ini juga menyeret 
rakyat pada keberbedaan pandangan dan pilihan poli�k. Ada 
nalar yang terkuras, ada ha� yang panas, ada fisik, dan materi 
yang berkurang – barangkali ludes. Pengorbanan fisik, 
material, pikiran, mental ini bertujuan membawa negeri ini ke 
arah yang lebih sejahtera, adil, makmur, menghargai 
kemanusiaan, dan menjunjung �nggi keberagaman. 

yang dialokasikan untuk 
pesta demokrasi 2019 ini juga 
tergolong besar. Pemerintah 
m e l a l u i  k e m e n t e r i a n 
keuangan mengalokasikan 
anggaran sebesar 25,59 
t r i l i u n  a t a u  n a i k  6 1 % 
d ibandingkan ang garan 
Pemilu 2014 sebesar 15,62 
triliun.  

Realitas ini mengantar penulis pada sebuah �njauan reflek�f 
atas pemilu yang berlangsung di negeri ini. Penulis akan 
memaknai diskursus terus-menerus antara �njauan 
demokrasi substansial yang dalam konteks ini akan dibaca 
sebagai republikanisme. Dan �njauan demokrasi prosedural 
yang dalam konteks ini akan dibahas sebagai liberalisme. 
Namun sekaligus penulis juga ingin melihat dalam konteks 
falsafah  hidup Timur yang juga memberi ruang pengelolaan 

Ke�ka sejumlah uang digelontorkan untuk kegiatan ini, ke�ka 
kekuasaan dikerahkan untuk meraih suara. Masih adakah 
ruang bagi e�ka? Ada! Jawaban ini telah tegas dinyatakan sejak 
filsafat Yunani Klasik dalam diri orang-orang seper� 
Aristoteles, demikian juga di abad Patris�k oleh tokoh seper� 
Agus�nus dengan uraian panjang perihal ini. Sampai di abad 
modern ke�ka kediktaktoran dalam diri orang seper� Louis XIV 
alias Louis le Grand, Le Roi Soleil (Sang Matahari) 1638-1715, 
sampai dengan keganasan kekuasaan di abad ke-20 dalam 
pribadi seper� Adolf Hitler, Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, 
Benito Mussolini, Pol Pot, seruan e�ka (poli�k) tetap kuat 
bergema. Bahwa poli�k pada umumnya dan demokrasi pada 
khususnya demi martabat dan masa depan umat manusia. 
Demikian juga ke�ka mandeg-nya proses demokrasi di negeri 
ini yang menimbulkan penderitaan rakyat, maka muncullah 
suara-suara e�s baik di era Sukarno maupun di masa Suharto 
yang turut mendongkel kekuasaan tersebut menuju arah yang 
lebih demokra�s sesuai amanat kemerdekaan.
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dan arah hidup bersama barangkali ini lebih menyasar pada 
paradigma berpikir komunitarianisme. Dan tentunya segala 
refleksi bermuara pada pemaknaan Demokrasi Pancasila yang 
menjadi ja� diri bangsa ini. Dalam Demokrasi Pancasila itulah 
ruang republikanisme/komunitarianisme dan ruang 
liberalisme dikelola dengan lebih hidup. Diskursus ini perlu 
terus dipelihara dan dikembangkan agar masa depan 
demokrasi di Indonesia semakin rasional, berbudi, dan 
beradab. 

Tak ada partai poli�k atau calon presiden di tahun 2019 ini yang 
menolak Pancasila sebagai fondasi dan orientasi idelogi 
bangsa dan negara Indonesia. Itu berar�, semua pihak 
mengamini bahwa demokrasi yang sedang diprak�kkan 
merupakan upaya menerjemahkan Demokrasi Pancasila yang 
menjadi ruh bangsa ini. Dalam perdebatan kedua calon 
presiden 2019-2024 baik calon dari kubu 01 maupun 02 
menyatakan diri sebagai Pancasilais. Barangkali ini bisa 
dicerma� sebagai sebuah posisi republikanisme yaitu suatu 
pengakuan bahwa demokrasi pada khususnya dan poli�k pada 
umumnya berdimensi e�s. Habermas mengatakan bahwa bagi 
kaum republik poli�k dipahami sebagai bentuk refleksi dari 
kehidupan e�s mendasar. Poli�k merupakan medium di mana 
para anggota kelompok-kelompok solider yang bercorak kuasi-
alamiah menyadari ketergantungan mereka satu sama lain, 
dan sembari ber�ndak dengan per�mbangan penuh sebagai 
warga negara-selanjutnya membentuk dan mengembangkan 
relasi penghargaan �mbal balik yang sudah ada menjadi suatu 
paguyuban sesama warga masyarakat yang bebas dan setara di 
hadapan hukum. Namun kerja demokrasi, kerja poli�k �dak 
hanya di tataran ideologis ala republikanisme, dia juga 
bertautan dengan berbagai prosedur untuk menerjemahkan 
gagasan e�s tersebut. Bagi kaum liberal, proses demokrasi itu 
bertugas memprogram negara demi kepen�ngan masyarakat, 

Kemerdekaan memungkinkan bangsa  in i  memi l ih 
demokrasi/daulat rakyat sebagai ja� diri sekaligus cara 
mengatur diri. Dalam tulisan ini ja� diri itu berkaitan dengan 
hakikat alias substansi demokrasi sedangkan cara mengatur 
diri berhubungan dengan prosedur demokrasi. Ha�a 
merupakan pribadi yang objek�f dan original memahami dan 
memprak�kkan masyarakat demokra�s di Indonesia. Ha�a 
ke�ka membahas daulat rakyat ini �dak semata-mata 
mengkri�k proses imperialisme dan kolonialisme para 

Masa kampanye yang panjang (lebih kurang delapan bulan) 
menjadi ruang dan waktu bagi pengujian nalar demokrasi kita, 
persatuan sebagai bangsa dimatangkan, dan orientasi kita 
sebagai negara-bangsa (na�on-state) yang beradab, menuju 
keadilan sosial dikonkretkan. Proses kampanye selama 
delapan bulan ini juga menjadi ajang pen�ng memprak�kkan, 
menilai sekaligus menjadi auto-kri�k kita sebagai bangsa 
menilai demokrasi kita. Apakah substansi demokrasi kita 
semakin kuat mengakar sebagai citra diri dari negeri yang 
berbentuk republik? Dan apakah, prosedur pemilihan umum 
sungguh menerjemahkan dalam praksis citra diri demokra�s 
tersebut? Dalam pemikiran poli�k refleksi atas demokrasi 
substansial dan prosedural menjadi perha�an serius. Dua 
medan ini semakin hari semakin disadari tak mungkin 
dipisahkan secara ketat satu dengan yang lain. Peris�wa 
pemilihan ini tentu �dak lepas dari sejarah bangsa ini 
bagaimana perjuangan melepaskan diri dari belenggu 
feodalisme, kolonialisme, dan otoritarianisme. Tiga situasi ini 
perlu diletakkan secara objek�f sehingga memungkinkan kita 
bisa meninjau lebih luas dan mendalam.  

di mana negara dipahami sebagai aparatur administrasi publik, 
sedangkan masyarakat dipahami sebagai suatu interaksi 
berstruktur pasar antara orang perorangan dan pekerjaan 
mereka.    
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penjajah, orang asing tetapi juga mengkri�k feodalisme, 
penjajahan yang dilakukan oleh sesama anak bangsa 
Indonesia karena perihal struktur sosial, budaya, ekonomi 
yang juga �dak adil untuk rakyat. Kri�k Ha�a tentang daulat 
tuan, para ningrat sama tajamnya dengan kri�knya terhadap 
kolonialisme dan imperialisme. Sehingga Ha�a tegas 

mengatakan yang ada adalah Desa-Demokrasi, tetapi �dak ada 
Indonesia-Demokrasi. Indonesia pada umumnya diperintah 
oleh raja-raja dengan peraturan autokrasi dan feodalisme, 
seper� juga di tanah Barat. Lebih lanjut Ha�a mengatakan, 
cerita-cerita wayang dan hikayat-hikayat Melayu cukup 
membuk�kan itu. Feodalisme itulah yang mencelakakan 
rakyat Indonesia sampai diperintah bangsa asing. 
Kemerdekaan berar� rakyat menjadi tuan atas dirinya, atas 
masa depannya. Ia harus mengelola dirinya secara bebas, 
bertanggung jawab penuh atas berbagai langkah yang 
ditempuhnya. Sehingga Ha�a menandaskan bahwa tujuan 
demokrasi bukanlah saja mempunyai parlemen sebagai wakil 
rakyat, dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada 
parlemen itu. Keduanya hanyalah alat mencapai tujuan 
demokrasi. Lebih lanjut Ha�a menegaskan, demokrasi adalah 
sesuatu yang harus dan kadang-kadang mes�, menyinggung 
kehidupan rakyat sehari-hari dalam segala hal.

Feodalisme, peris�wa kemerdekaan, situasi di zaman Sukarno, 
kehidupan di zaman Suharto telah memberi pembelajaran 
pen�ng substansi dan praksis daulat rakyat. Cara memahami 
daulat rakyat, atau yang bisa kita sebutkan sebagai demokrasi 
ini �dak lahir dari ruang kosong tetapi lahir dari pengalaman 
keseharian manusia Indonesia dalam konteks ruang dan 
waktunya. Feodalisme dan kolonialisme menjadi latar 
perjuangan para pemuda pelajar dan tokoh-tokoh pergerakan 
di tahun 1920-an sampai dengan 1945 yang kemudian 
mencapai puncak pada kemerdekaan. Ti�k utama pen�ng 
ke�ka demokrasi  d ibicarakan adalah pada aspek, 
kemerdekaan. Namun perlu dicatat bahwa kemerdekaan 
adalah jembatan emas. Ia menjadi jembatan menuju 

“Demikian ke�ka kemerdekaan itu telah diraih, prak�k 
demokrasi dengan berbagai tantangan termasuk juga 

kegagalannya telah dimulai sejak zaman Sukarno sampai 
era Suharto”

Undang-Undang Dasar sebagai landasan kons�tusional 
demokrasi dibangun lebih kokoh demi fondasi dan perluasan 
demokrasi yang lebih hidup dan berdaya guna. Prosedur 
pemilihan sebagaimana dilaksanakan 17 April 2019 
merupakan upaya menerjemahkan spirit daulat rakyat, ruh sila 
keempat Pancasila. Ruh ini diterjemahkan lebih lanjut dalam 
premis-premis Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
dalam pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dijalankan menurut undang-undang”. Spirit demokrasi ini 
kemudian terus mendapat bentuk lebih lanjut dalam memilih 
penguasa negeri ini. Dan pernyataan pada Pasal 6a “Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat”, menjadi aras dasar segala proses yang 
telah dilalui ini. Demikian juga ketetapan mengenai legisla�f, 
terdapat pada Pasal 19 ayat 1: “Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. Demikian juga 
mengenai Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22 C 
ayat 1: 

Walaupun berjarak sekitar 70/80 tahun pemikiran demokra�s 
dari Ha�a dan Sukarno dengan realitas yang pemilu 2019 

Mekanisme lebih detail lagi diatur dalam Undang-Undang 
Pemilu (UU No. 7 tahun 2017) dan berbagai ketentuan Komisi 
Pemilihan Umum lain yang dalam mengambil keputusan selalu 
melibatkan semua partai yang akan berkontenstasi. Bila kita 
melihat secara prosedural maka tahap pra, hari-H, pasca 
pemilu telah diatur lebih baik dengan berbagai pembatasan 
yang ketat sekaligus transparan. Ini tentu merupakan 
kemajuan luar biasa dalam praksis pemilihan umum bila 
dibandingkan dengan praksis pemilihan umum terutama di era 
orde baru. Berbagai pengaturan ini agar daulat rakyat sungguh 
menjadi dasar pen�ng dalam proses pemilihan ini. Bahwa 
dalam pemilihan ini, secara prosedural ada kekurangan 
mungkin juga kecurangan tentu tak bisa dipungkiri. Tetapi 
sekurang-kurangnya perangkat pengawasan dan mekanisme 
pelaporan dibuat secara memadai. 

masyarakat adil makmur. Kemerdekaan itu memungkinkan 
semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari 
Sangihe Talaud sampai ke Pulau Rote memiliki persamaan 
derajat sebagai manusia merdeka. 

Demikian ke�ka kemerdekaan itu telah diraih, prak�k 
demokrasi dengan berbagai tantangan termasuk juga 
kegagalannya telah dimulai sejak zaman Sukarno sampai era 
Suharto. Ke�ka itu prosedur demokrasi �dak sama dengan 
yang terjadi pasca-reformasi. Guliran reformasi membawa 
semangat yang lebih kuat dan dengan upaya perombakan 
prosedur demokrasi yang ingin melibatkan rakyat secara 
langsung. Demokrasi harus menjadi medan pembelajaran kita 
sebagai warga negara. Salah satu ruh demokrasi hasil 
reformasi adalah berbagai perubahan dalam praksis 
demokrasi. 

“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari se�ap provinsi 
melalui pemilihan umum”. Pengaturan lebih lanjut tentang 
pemilihan pemimpin negeri ini disebutkan lagi dalam pasal 22 
E ayat 2: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.  

 

MAJALAH PARAHYANGAN | VOL. VI No. 3 | 16

(sumber gambar: PRFMnews.com)



Utama

 

  

namun bagi penulis pemikiran kedua tokoh bangsa ini 
memberi landasan hakiki bagi demokrasi sampai saat ini. Bagi 
Ha�a dalam tulisan berjudul “Demokrasi Indonesia dan 
Kedaulatan Rakyat”, Ha�a mengajukan kri�k tajam kepada 
pihak yang mencurigai demokrasi sebagai barang impor. 
Dengan berapi-api Ha�a menunjukkan kelemahan pemikiran 
pengkri�k demokrasi dan mengajukan demokrasi asli 
Indonesia. Bagi Ha�a pengkri�k ini tak menguraikan lebih 
detail seper� apakah demokrasi asli Indonesia tersebut? Bila 
kita menelusuri pemikiran Ha�a, Sukarno, Sjahrir, maka 
terlihat jelas bahwa bangunan kemerdekaan itu berdimensi 
e�s sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Menolak penjajahan, penindasan, dan menjunjung �nggi 
perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan orientasi e�s 
bangsa ini, yang tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh 
panas. Dan proses pemilihan umum merupakan proses kita 
menjadi Indonesia, inilah sekolah kebangsaan kita yang seja�, 
untuk selalu saling menghargai, berjuang demi keadilan dan 
kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Segala pengorbanan 
seluruh rakyat ini tak lain dan tak bukan hanya semata demi 
negeri ini. Kita perlu mengheningkan cipta untuk para anak 
bangsa yang gugur dalam proses Pemilu ini mereka adalah 
kusuma bangsa. Di nisan mereka perlu diukir kata-kata ini: 
“bagimu negeri jiwa raga kami”.  

I) Da�ar Pemilih tetap perbaikan ke�ga atau DPThp 3 dirilis KPU: jumlah 
pemilih dalam negeri 190.779.969 dan pemilih luar negeri 2.086.285; sehingga 
total 192.828.520 pemilih
ii) Kisah Si� Raisa (26), warga Makasar yang menempuh pendidikan di 
University of Notre Dame, yang menempuh jarak 300 kilometer. Lih. 

 iii) Litbang Kompas menyebut par�sipasi pemilih tahun 2014 sebesar 70%  di 
tahun 2019 naik menjadi 80,90%

www.detik.com 15 April 2019. Demikian juga perjuangan N. Sekar L, menulis 
dalam tweet-nya tentang perjuang mengantri 4 jam di bawah suhu 5 derajat. 
Lih. , 15 April 2019www.bbc.com

iv) Bila merujuk pada tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dirilis oleh 
KPU, proses persiapan telah dilakukan dari Agustus 2017 mulai dengan 
penyusunan anggaran, penyusunan peraturan, sosialisasi, penda�aran dan 
verifikasi peserta pemilu. Pada bulan September 2018 sampai 13 April  2019 
masa kampanye panjang telah dilalui  dan pada tanggal 17 April 2019 
dilangsungkan pemungutan dan perhitungan suara. Dan sekarang sedang ada 
pada tahap rekapitalasi suara yang telah berlangsung sejak 18 April-22 Mei 
2019. Bila semua proses ini selesai maka antara bulan Agustus-Oktober 2019 
akan dilangsungkan Pengucapan sumpah/janji.
v) Walaupun komunitarianisme bisa dimasukan juga sebagai republikanisme. 
Lih. F. Budi Hardiman, Demokrasi Delibera�f, (Yogyakarta: Kanisius, 2009) 173
vi) Pernyataan Prabowo: “Saya percaya Pak Jokowi pancasilais, nasionalis, 
patrio�k… Pernyataan Jokowi: Saya juga percaya kok Pak Prabowo pancasilais, 
nasionalis, patrio�k…” Debat keempat, 30 Maret 2019. 

 viii) Ibid., hlm. 110

vii) Jurgen Habermas, Tiga Model Norma�f untuk Demokrasi (terj.), dalam 
buku, Felix Baghi (ed.), Kewarganegaraan Demokra�s, (Maumere-Flores: 
Ledalero, 2009) 110

ix) Mohammad Ha�a, Demokrasi Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, dalam 
buku, Kholid O. Santosa (ed.),  Demokrasi Kita-Pikiran-Pikiran Tentang 
Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, (Bandung: Sega Arsy, 2008),  44
x) Mohammad Ha�a, Demokrasi dan Perdamaian, dalam kumpulan karangan 
Ha�a oleh Prof. Dr. Emil Salim (Ketua Dewan Redaksi, dkk.), Karya Lengkap 
Ha�a-Buku 3 Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, (Jakarta: LP3S, 2001), 
581   

Andreas Doweng Bolo, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas 
Katolik Parahyangan, ak�f di Forum Komunikasi Pusat Studi 
Pancasila Se-Indonesia Kontributor dan Editor buku Pancasila 
Kekuatan Pembebas (Kanisius, Yogyakarta 2012)
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“Pendapatan yang minim, menurut informan ahli, 
menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 

kerja wartawan”

Dalam memperinga� 
Hari Kemerdekaan 
Pers Dunia atau The 

World Press Freedom Day 
pada tanggal 3 Mei lalu, 
maka menarik untuk melihat 
potret kemerdekaan pers di 
Jawa Barat berdasarkan 
perolehan hasil survei Indeks 
Kemerdekaan Pers (IKP) 
termutakhir yang dilakukan 
Dewan Pers.

Indeks Kemerdekaan Pers 
(IKP) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Dewan 
Pers untuk melihat �ngkat kemerdekaan pers baik di level 
provinsi maupun nasional di Indonesia. Peneli�an IKP telah 
dilaksanakan selama �ga tahun berturut-turut dari 2016 
hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, LPPM Unpar menjadi 
mitra dari Dewan Pers dalam pelaksanaan peneli�an Indeks 
Kemerdekaan Pers untuk Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2018, Provinsi Jabar memperoleh skor 66,79 yang 
berar� berada dalam kategori “Sedang” atau “Agak Bebas”. 
Data menunjukkan bahwa adanya penurunan skor yang cukup 
tajam, mengingat Provinsi Jabar di tahun 2017 memperoleh 

Skor IKP 2018 ditentukan dengan melakukan pengukuran �ga 
kelompok dimensi lingkungan yaitu dimensi lingkungan fisik 
dan poli�k, dimensi lingkungan ekonomi, serta dimensi 
lingkungan hukum. Ke�ga dimensi tersebut kemudian 
diturunkan menjadi 71 indikator yang dibangun dari berbagai 
pertanyaan kunci. Ke�ga dimensi lingkungan dan indikator-
indikator yang ada digunakan untuk menilai skor IKP di 33 
Provinsi di Indonesia. Skor IKP 2018 dibangun berdasarkan 
data-data primer dan sekunder sejak Januari hingga Desember 
2017 serta wawancara kepada berbagai Informan Ahli di Jawa 
Barat yang terdiri dari �ga elemen, yaitu elemen bisnis, elemen 
negara serta elemen masyarakat sipil. Hasil dari survei 
kemudian diolah dan dinarasikan oleh �m peneli� Lembaga 
Peneli�an dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Katolik Parahyangan yang terdiri dari: Giandi Kartasasmita, 
M.A. (Koordinator Peneli�), Gandhi Pawitan Ph.D. (Peneli�), 
Catharina Badra Nawang Palupi, Ph.D. (Peneli�), dan Anggia 
Valerisha, M.Si. (Peneli�) untuk kemudian diolah secara 
nasional oleh Dewan Pers.

T e m u a n  I n d e k s 
K e m e r d e k a a n  P e r s 
Provinsi Jawa Barat 2018

Skor IKP Provinsi Jabar 
2018 menunjukkan adanya 
dinamika yang terjadi di 
dalam ke�ga dimensi, baik 
dimensi lingkungan fisik 
d a n  p o l i � k ,  d i m e n s i 
ekonomi maupun dimensi hukum. Temuan pertama terkait 
dimensi lingkungan fisik dan poli�k. Dalam sembilan indikator 
kategori dimensi lingkungan fisik dan poli�k terdapat kenaikan 
pada skor empat indikator yaitu kebebasan berserikat, 
kebebasan dari intervensi, kebebasan media alterna�f, dan 
akses terhadap informasi publik. Sedangkan untuk lima 
indikator lainnya seper� kebebasan dari kekerasan, 
keragaman pandangan, akurasi, dan keberimbangan berita, 
pendidikan insan pers serta kesetaraan kelompok rentan 
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rerata skor 
untuk dimensi lingkungan fisik dan poli�k adalah sebesar 
68,44 yang berar� “Sedang” atau “Agak Bebas”.

skor  yang lebih �nggi 
sebesar 75,48 yang masuk 
dalam kelompok “Baik” 
atau “Cukup Bebas”.

Dimensi lingkungan ekonomi juga mengalami penurunan. Dari 
lima indikator lingkungan ekonomi, �ga indikator mengalami 
penurunan skor. Ke�ga indikator tersebut adalah kebebasan 
pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, keragaman 
kepemilikan serta fungsi dan peranan lembaga penyiaran 
publik. Penurunan skor terbesar terjadi dalam indikator 
keragaman kepemilikan ini menunjukkan bahwa kepemilikan 
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Potret Kemerdekaan Pers di Jawa Barat

(Sumber: Data Primer)

Tabel 1. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 
Tahun 2016, 2017, 2018 di Jabar 

IKP Menurun?

Anggia Valerisha dan Giandi Kartasasmita
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Faktor-Faktor Pen�ng Pendorong Penurunan Nilai

Penurunan skor IKP Jabar pada tahun 2018 disebabkan oleh 
se�daknya dua faktor. Pertama, faktor internal yang datang 
dari insan pers, termasuk di dalamnya adalah peran wartawan, 
redaksi, serta perusahaan pers.

Dalam konteks Jawa Barat, integritas dan profesionalitas 
merupakan dua nilai yang belum secara merata ditunjukkan 

Kategori terakhir adalah dimensi lingkungan hukum yang 
terdiri dari enam indikator. Dua dari enam indikator 
mengalami kenaikan skor, yaitu untuk indikator kebebasan 
memprak�kkan jurnalisme serta kriminalisasi dan in�midasi 
pers. Sementara untuk indikator lain seper� independensi dan 
kepas�an hukum lembaga peradilan, e�ka pers, mekanisme 
pemulihan, serta perlindungan hukum bagi penyandang 
disabilitas mengalami penurunan skor yang signifikan. Rerata 
skor untuk dimensi lingkungan hukum adalah 68,65 yang 

berar� “Sedang” atau “Agak Bebas”.

perusahaan pers baik cetak, televisi maupun radio terpusat ke 
beberapa aktor, sebagai catatan dari 61 media cetak yang ada 
di Jawa Barat, kepemilikan terpusat kepada �ga grup besar 
yaitu: Grup Kompas Gramedia, Grup Jawa Pos, dan Grup 
Pikiran Rakyat. Untuk dua indikator lainnya seper� 
independensi dari kelompok kepen�ngan yang kuat serta tata 
kelola perusahaan yang baik justru menunjukkan peningkatan 
skor IKP yang signifikan dibanding tahun 2017. Rerata skor 
untuk kategori dimensi lingkungan ekonomi adalah sebesar 
63,26 yang berar� “Sedang” atau “Agak Bebas”.

“Minimnya pemberitaan yang mampu diakses oleh 
penyandang disabilitas seper� tunarungu dan 

tunanetra juga menjadi hirauan tersendiri bagi pers”

Faktor kedua yang juga mendorong penurunan nilai skor IKP 
2018 adalah faktor yang datang secara eksternal. Faktor ini 
merupakan faktor yang datang dari dimensi-dimensi di luar 
pers namun berpengaruh pada kehidupan pers. Misalnya 
terkait pemberian insen�f dari pihak luar pers yang sedikit 
banyak memengaruhi independensi jurnalis. Di beberapa 
kesempatan, masih ditemukan prak�k amplop. Bahkan prak�k 

oleh insan pers.  Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
nilai ini adalah �ngkat pendapatan yang minim. Pendapatan 
yang minim, menurut informan ahli, menjadi faktor yang 
berpengaruh terhadap kualitas kerja wartawan. Dalam 
konteks ini, ditemukan wartawan yang membuat jenis 
pemberitaan yang �dak menaa� UU Pers, peraturan-
peraturan Dewan Pers, kode e�k atau kaidah jurnalis�k yang 
berlaku. Bahkan, dalam kasus tertentu, �ndakan tersebut 
ditoleransi oleh perusahaan pers. 

Hal berikutnya dalam faktor internal yaitu kepemilikan 
perusahaan pers. Dalam ruang lingkup Jawa Barat, masih 
didapa� konsentrasi kepemilikan terhadap perusahaan pers. 
Selain itu, masih juga terdapat pemilik perusahaan yang 
berafiliasi dengan partai atau ormas tertentu. Hal ini 
berpengaruh terhadap prak�k-prak�k yang mencederai 
independensi serta objek�vitas pers terutama di dalam ruang 
redaksi.

Minimnya pemberitaan yang mampu diakses oleh 

penyandang disabilitas seper� tunarungu dan tunanetra juga 
menjadi hirauan tersendiri bagi pers. Selama ini �dak ada 
peraturan daerah Jawa Barat yang secara khusus mengatur 
perlindungan kelompok penyandang disabilitas berkaitan 
dengan penyiaran. Terlepas dari pen�ngnya pemberitaan yang 
�dak boleh diskrimina�f, masih minim program-program yang 
diinisiasi oleh perusahaan pers bagi penyandang disabilitas.
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Faktor berikutnya adalah perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK). Kemerdekaan pers mendorong se�ap 
individu untuk memperoleh informasi sekaligus membuat dan 
menyalurkan informasi. Namun perkembangan teknologi 
mendatangkan tantangan tersendiri bagi keberadaan pers. 
Kebebasan pers mendorong kebebasan informasi alterna�f 
seper� jurnalisme warga (ci�zen journalism), dan pers online. 
Namun kebebasan ini juga membuat maraknya pemberitaan 
bertendensi hoax dan disinformasi. 

Kemerdekaan Pers, Demokrasi dan Pen�ngnya Komitmen 
Bersama

Sebagai ujung demokrasi, kemerdekaan pers menjadi sangat 
pen�ng bagi keberlangsungan sebuah negara yang demokra�s 
dan transparan. Dengan tetap menjunjung �nggi rule of law 
atau penghormatan terhadap hukum, maka keberadaan pers 
yang berintegritas, independen, dan objek�f tentunya perlu 
didukung dan dilindungi oleh negara. 

amplop ini pun diberikan dalam rupa lain seper� THR, uang 
saku, bahkan biaya perjalanan rohani seper� umrah.

Faktor eksternal lainnya adalah faktor penegakan hukum oleh 
aparat. Walaupun sepanjang tahun 2017 tercatat bahwa �dak 
ada kasus yang masuk ke dalam lembaga peradilan, namun 
masih terdapat keraguan terhadap konsistensi, independensi, 
serta integritas penegakan hukum dan lembaga peradilan di 
Jawa Barat khususnya ke�ka terjadi penganiayaan atau 
kekerasan terhadap insan pers. Hal ini termasuk mengenai 
in�midasi atau ancaman yang justru dilakukan oleh oknum 
aparat terhadap wartawan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah �dak memadainya 
regulasi dan prosedur pemberitaan juga peliputan bagi 
wartawan asing. Dalam beberapa kasus, wartawan asing 
masih �dak diperkenankan untuk meliput khususnya jika 
peliputan tersebut terkait dengan isu-isu yang terkait dengan 
kemanusiaan.

Anggia Valerisha dan Giandi Kartasasmita adalah dosen pada 
program studi Hubungan Internasional Universitas Katolik 
Parahyangan Bandung. Keduanya terlibat sebagai �m peneli� 
Indeks Kemerdekaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Sebagai penutup, kemerdekaan pers membutuhkan 
masyarakat yang cerdas dan perlu dipahami bahwa 
masyarakat itu mampu menjadi cerdas manakala pers 
melakukan tugasnya dengan integritas penuh.

Sebagai upaya mendukung dan melindungi keberadaan pers, 
maka diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. 
Insan pers harus meningkatkan sikap integritas dan 
profesionalitasnya, melalui ketaatan terhadap e�ka pers. 
Prak�k buruk seper� amplop, THR, uang saku, bahkan biaya 
perjalanan rohani seper� umrah kepada wartawan tentu akan 
mencederai objek�vitas dan independensi pers.

“Sebagai ujung demokrasi, kemerdekaan pers menjadi 
sangat pen�ng bagi keberlangsungan sebuah negara 

yang demokra�s dan transparan”

Di sisi lain, adalah pen�ng bagi perusahaan pers untuk tetap 
melindungi kepen�ngan publik terlepas dari segala kebutuhan 
ekonomi yang mendasarkan pemasukan dari sektor 
periklanan. Keberadaan regulasi perlu didukung oleh tata 
kelola dan penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam 
berbagai jenjang. Selain itu, pemerintah daerah perlu semakin 
terbuka akan informasi-informasi yang berkaitan dengan 

publik. Komisi Penyiaran Informasi di Daerah (KPID) bersama 
dengan organisasi pers pun perlu semakin di�ngkatkan 
efek�vitas perannya. Yang terakhir adalah bagaimana 
masyarakat ikut andil dalam mewujudkan pers yang 
demokra�s. Intervensi publik kadangkala tetap dibutuhkan 
untuk memas�kan pers tetap pada koridornya.
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Me n j a l a n i 
ru�nitas sehari-
hari yang penuh 

dengan kesibukan tentunya 
d a p a t  m e m b u a t  k i t a 
kehilangan tenaga. Tubuh 
k i t a  s e p e r �  b a t e r a i 
handphone yang bisa di-
charge agar menghasilkan 
hidup yang lebih op�mal 
dan lebih bahagia, itulah 
yang diceritakan dalam 
buku Recharge Your Life 
yang ditulis oleh Veronica 
Sri Utami. Yuk, kita in�p 
beberapa �ps yang ditulis 
dalam buku ini, siapa tau 

ada yang berguna bagi kita sehingga kita dapat hidup lebih 
op�mal dan bahagia.

Sebelum memulai dengan �ps, ada baiknya kita mengetahui 
gejala yang menunjukkan bahwa kehidupan kita sedang dalam 
keadaan “low ba�ery”. Gejala-gejala tersebut adalah bangun 
pagi hari tanpa energi, merasa le�h luar biasa, merasa stuck, 
kehilangan ketertarikan pada banyak hal, kehilangan fokus, 
merasa �dak lagi seper� saya yang biasa, dan merasa �dak 
bahagia. Nah, apakah ada dari kita yang merasakan salah satu 
gejala di atas? Atau bahkan malah hampir semua gejala 
tersebut dirasakan dalam diri kita? 

Love Yourself First

Dalam kehidupan, diri kita sendirilah yang menopang apa yang 
kita lakukan. Dengan semua kekuatan yang dikeluarkan se�ap 
harinya, ada baiknya kita memberikan hadiah untuk diri 
sendiri. Apa saja yang bisa kita coba untuk memberi hadiah 
tersebut? Kita bisa memulainya dengan memberi kado kecil 
untuk sendiri. Tak perlu barang mewah, cukup dengan 
membeli sesuatu hal kecil seper� sebuah es krim untuk 
memberikan penghargaan diri kita atas kinerja yang sudah kita 
lakukan. Memberikan kado ini bertujuan memberikan energi 
dan semangat baru untuk menjalankan ak�vitas kita.

Selanjutnya, beri tubuh kita cukup �dur karena kurangnya 
waktu �dur akan memberikan efek nega�f dalam diri kita 
seper� menurunkan prestasi dan produk�vitas kerja. 
Memberi makanan yang tepat untuk diri kita dengan cara 
perbanyak mengonsumsi makanan yang �dak membutuhkan 
energi besar selama proses pengolahannya, agar tubuh kita 
�dak terlalu terbebani selama proses pengolahan makanan 
tersebut. Minum air yang cukup juga dapat membuat tubuh 
kita tetap sehat dan berfungsi op�mal, bahkan dapat menjaga 
pikiran dan jiwa kita tetap jernih. Jangan lupa pula ajak tubuh 
untuk bergerak. Untuk seseorang pekerja kantoran, pas� 
hampir sebagian besar menghabiskan waktunya di depan 

komputer. Pete McCall, seorang fisiologis di American Council 
Exercise mengatakan, “Ke�ka seseorang mulai berolahraga, 
kegiatan ini akan meningkatkan aliran darah yang membawa 
oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuhnya, termasuk ke dalam 
jaringan-jaringan ototnya, untuk menghasilkan lebih banyak 
energi”. 

Gejala-gejala tersebut adalah bangun pagi hari 
tanpa energi, merasa le�h luar biasa, merasa 

stuck, kehilangan ketertarikan pada banyak hal, 
kehilangan fokus, merasa �dak lagi seper� saya 

yang biasa, dan merasa �dak bahagia.

Stop, Give Yourself A Break!

Is�rahat. Satu kata pen�ng yang mungkin sering kita lupakan. 
Kurang is�rahat dapat memengaruhi suasana ha� kita. Dengan 
is�rahat yang cukup dapat membuat hubungan kita dengan 
orang disekitar lebih harmonis. Lalu bagaimana cara 
memberikan is�rahat kepada tubuh kita? Menikma� saat 
diam. Penulis buku Listening Below The Noise: A Medita�on on 
the Prac�ce of Silence, Anne Le Claire menawarkan beberapa 
cara mudah agar diri kita dapat beris�rahat dengan mudah 
seper� dengan mema�kan radio saat sedang menye�r mobil, 
berolahraga tanpa dibebani target, dan berendam air hangat. 
One day off, merupakan salah satu cara agar kita beris�rahat. 
Yang harus diperha�kan adalah bahwa kita benar-benar libur 
dan menjauhkan pikiran dari pekerjaan yang ada. 

Menyibukkan dengan hal lain seper� bermain di taman, 
menonton film yang disukai, atau berjalan bersama keluarga 
ternyata juga merupakan salah satu cara membuat diri kita 
beris�rahat sepanjang hari libur. Jangan lupa hindari kegiatan 
yang menguras energi mental dan pikiran kita. Melakukan 
kegiatan liburan selama 3-4 hari juga dapat dilakukan, namun 
ingat, jangan melakukan apa pun yang berhubungan dengan 
pekerjaan selama kita sedang berlibur. Terakhir, kita bisa 
beris�rahat dengan cara bermain.  Bermain dapat 
meningkatkan daya pikir dan krea�vitas sehingga kita dapat 
men-charge energi kita. 

Satu hal nega�f yang terjadi dalam kehidupan kita dapat 
memberikan efek yang sangat besar pada hidup kita. Berapa 
banyak pikiran kita akan tersedot ke�ka mendengar pendapat 
nega�f dari orang lain yang menyebabkan �mbulnya 
pemikiran-pemikiran nega�f lain yang akan berputar di otak 
kita. Mengubah pikiran nega�f menjadi suatu hal yang posi�f 
dapat dilakukan dengan melakukan beberapa �ps seper� 
jangan membiarkan penilaian orang lain mengganggu kita. 
Dalam kehidupan, kita pas� sering mendengar anggapan 
nega�f yang dapat mengganggu emosi kita, seper� hidung kita 
pesek, badan kita pendek, dan sebagainya. Buanglah semua 

Free Yourself From Nega�vity
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anggapan tersebut dengan mencintai diri kita sendiri. 
Mencintai diri sendiri berar� �dak memedulikan penilaian 
orang lain yang menghalangi kita mendengar untuk merasa 
nyaman dengan diri sendiri.

I Am Special, So Are You!

Seringkali kita dihinggapi oleh perasaan bahwa diri kita itu 
biasa-biasa saja, �dak mempunyai prestasi baik di kantor atau 
di rumah. Pemikiran ini harus bisa diubah dengan melakukan 
penekanan bahwa semua orang spesial dengan caranya 
masing-masing. Lalu bagaimana agar kita merasa spesial 
dalam kehidupan kita? Hal yang paling utama adalah berhen� 
membandingkan diri kita dengan orang lain. Ke�ka kita 
membandingkan diri kita dengan orang lain, kita �dak akan 
bisa menahan diri kita atas dorongan untuk menjadi 
sempurna. Dorongan untuk menjadi sempurna inilah yang 
akan menguras energi kita. Mencatat semua kehebatan yang 
kita miliki dan mendefinisikan siapa diri kita dapat 
memberikan energi posi�f bagi kehidupan kita. Kita harus 
fokus pada hal-hal yang membuat kita berbeda dengan orang 
lain, bukan pada kekurangan kita. Setelah melakukan hal 
tersebut, jangan lupakan bahwa orang lain itu juga spesial. 
Dengan menganggap orang lain spesial, kita �dak akan 
memperlakukan orang lain dengan �dak baik. Ingat, energi 
posi�f yang kita sebarkan kepada orang lain pada akhirnya juga 
akan berpengaruh besar pada kehidupan kita.

Kesalahan yang paling umum adalah bahwa ke�ka hal nega�f 
telah menimpa kita, maka kita berpikir bahwa hal tersebut 
�dak akan pernah hilang dan akan selalu mengiku� kita. 
Padahal jika ditelusuri lebih dalam lagi, hal nega�f tersebut 
hanyalah sementara dan dalam situasi tertentu saja sehingga 
�dak selalu mengiku� kita. Bersikap seper� orang posi�f, 
selalu memilih kata-kata posi�f, dan mengelilingi diri kita 
dengan orang posi�f akan memengaruhi pikiran dan perasaan 
kita. Dengan membiarkan diri kita selalu berada di posisi 
posi�f, maka kita juga bisa menularkan hal posi�f tersebut 
kepada orang lain. Sama seper� ke�ka kita berada di 
lingkungan yang posi�f, maka kita akan terbawa juga selalu 
berpikir posi�f. Jadi berhen�lah berpikiran nega�f. Dalam 
se�ap hal nega�f yang didapatkan, carilah satu hal posi�f yang 
tersembunyi. Hal posi�f itulah yang dapat menjadi langkah 
pertama kita untuk melakukan hal-hal posi�f lainnya. 
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Life is A Gi�, So Give Thanks!  

Inilah jurus pamungkas yang dapat dipakai agar diri kita 
terhindar dari kehabisan baterai karena terlalu ngoyo dalam 
mengejar segala hal yang kita inginkan. Jadi kita diminta untuk 
mengikhlaskan segala sesuatu yang kita inginkan kepada Yang 
Maha Kuasa agar segala sesuatu terjadi dalam bentuk yang 
tepat, kadar yang pas, dan saat yang pas sesuai dengan 
kehendak-Nya. 

Demikianlah beberapa �ps yang dapat kita coba dalam 
kehidupan sehari-hari agar kita bisa me-recharge baterai 
hidup kita agar baterai kita �dak mudah low ba� atau bahkan 
agar baterai kita 100% se�ap saat. Selamat mencoba. (MA)

Just Do The Best and Let God Do The Rest

Perasaan bersyukur menyimpan sebuah keuntungan untuk 
hidup kita karena ia menyumbangkan rasa bahagia ke dalam 
ha� kita. Ar�nya, rasa syukur mampu menambahkan baterai 
hidup kita. Sikap penuh rasa terima kasih dapat meningkatkan 
kebahagiaan seseorang hingga sekitar 25%, hal ini telah 
dibuk�kan oleh Prof. Robert A. Emmons dari University of 
California dalam peneli�annya. Tentu saja ucapan terima kasih 
tersebut harus melibatkan emosi dan ketulusan ha�, �dak 
hanya ucapan di mulut semata. Membuat jurnal terima kasih 
seper� peneli�an yang telah dilakukan oleh Emmons telah 
menunjukkan bahwa dapat  meningkatkan �ngkat 
kebahagiaan. Jadi �dak ada salahnya jika kita juga membuat 
jurnal terima kasih dengan menuliskan hal-hal yang membuat 
kita sangat berterima kasih dalam kehidupan kita. Pernah 
membuat surat ucapan terima kasih kepada orang lain? Jika 
belum, cobalah. Tentunya surat tersebut berisi ucapan terima 
kasih kepada orang lain atas peris�wa yang telah membuat 
kehidupan kita berbeda. Membiarkan diri kita fokus terhadap 
apa telah kita miliki bukan pada apa yang �dak kita miliki 
merupakan salah satu cara untuk selalu mengucapkan terima 
kasih. Sebagai penutup sebelum kita terlelap dalam �dur, 
berterimakasihlah kepada Tuhan atas semua berkah yang 
telah kita terima hari ini.

Mo�vasi
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